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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai
bagaimana perlindungan hukum terhadap rahasia dagang yang berupa
resep usaha di resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang dan bagaimana upaya
hukum yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran. Penelitian ini
menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif
kualitatif. Objek penelitian ini adalah pelaku usaha serta peraturan-
peraturan yang terkait dengan permasalahan. Metode pengumpulan data
melalaui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait,
khususnya pemilik usaha. Penelitian ini dianalisis dengan metode
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama,
perlindungan hukum terhadap rahasia dagang telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2000, namun pelaksanaanya masih lemabh,
terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) seperti halnya pada
resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang dimana ownernya belum memahami
perlindungan hukum terhadap rahasia dagang pada resep usahanya. Kedua,
Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan edukasi
hukum bagi pelaku usaha tentang pentingnya perjanjian kerahasiaan
(NDA), serta penguatan sistem internal dalam usaha untuk menjaga
kerahasiaan informasi Rahasia Dagang. Dalam kasus kebocoran resep oleh
mantan karyawan, sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000)
yang memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha memiliki hak
untuk menempuh upaya hukum pidana dan juga perdata ke pengadilan
negeri untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami. Selain itu,
pelaku usaha juga dapat melakukan penyelidikan terhadap pihak yang
diduga melakukan pembocoran dan meminta pengadilan melindungi
rahasia dagang.

Kata-kata Kunci: Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, Resep
Kuliner, UMKM, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000

Trade secret, legal protection, culinary recipe, food business, Law No. 30 of 2000.
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ABSTRACT

This research aims to address the issue of how legal protection is applied to trade
secrets in the form of business recipes at the Spesial Nasi Bakar Kaliurang
restaurant, as well as the legal remedies available in the event of a violation. The
study employs an empirical legal approach using a qualitative descriptive method.
The object of the research includes business actors and relevant legal regulations.
Data were collected through literature study and interviews with related parties,
particularly the business owner. The data were analyzed using a qualitative
descriptive method. The results of the research show: First, legal protection for
trade secrets has been regulated under Law Number 30 of 2000, but its
implementation remains weak, particularly in the small and medium enterprises
(SMEs) sector, as seen in the case of Spesial Nasi Bakar Kaliurang where the owner
has yet to fully understand legal protection of trade secrets related to the business
recipe. Second, this study emphasizes the importance of increasing awareness and
legal education for business owners regarding the significance of Non-Disclosure
Agreements (NDAs), along with strengthening internal systems within businesses
to safeguard trade secret information. In cases involving the leakage of a recipe by
a former employee, Law No. 30 of 2000 provides legal protection enabling business
owners to pursue both criminal and civil legal action through the district court to
claim compensation for damages. Additionally, business owners may conduct
investigations into the suspected party and request the court to protect the trade
secret.

Keywords: Legal Protection, Trade Secret, Culinary Recipe, SMEs, Law No.
30 of 2000
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, khususnya di sektor
kuliner telah mendorong para pelaku bisnis untuk menciptakan inovasi produk
demi menarik minat konsumen. Salah satu inovasi tersebut adalah kreasi resep
makanan khas yang menjadi identitas utama suatu restoran. Hasil dari
perwujudan sebuah resep ini menimbulkan sebuah hak bagi penciptanya yang
disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut HKI. HKI
merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya
pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai
bentuk yang memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan manusia dan juga
mempunyai nilai ekonomi.!

Rahasia dagang adalah salah satu bentuk HKI dibidang hak kekayaan
industri. Sebaian orang apabila mendengar kata rahasia dagang maka yang
langsung terbayangkan adalah sebuah resep, formula rahasia yang digunakan
pada suatu produk. Nyatanya rahasia dagang tidak hanya terbatas pada resep
dan formula rahasia saja melainkan juga meliputi informasi-informasi rahasia

dari suatu resto/perusahaan serta operasionalnya juga.

! Primadiana Yunita, HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, (Malang: Cempluk Aksara,
2019), him. 4



Rahasia Dagang juga memiliki ruang lingkup perlindungan rahasia
dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau
informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi
dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, segala bentuk
informasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi pemilik rahasia
dagang, termasuk formula, proses, desain, serta strategi pemasaran, termasuk
dalam kategori yang dilindungi. Hal ini bertujuan untuk mendorong inovasi
dan kreativitas dalam dunia bisnis serta melindungi investasi intelektual yang
telah dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga dapat memberikan jaminan
terhadap kepentingan ekonomi yang sah dari para pemilik rahasia dagang.’

Rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang, yang merupakan salah satu perangkat hukum dalam
HKI. Undang-undang ini mengatur perlindungan terhadap informasi yang
bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, berhubungan dengan bisnis atau
teknologi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang
tekonologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam
kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Rahasia dagang mendapat
perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai

ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat urnum. Hal yang dimaksud

2 Effendy, T. (2014). Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. 6
(12), him.57



dengan hak atas rahasia adalah hak atas rahasia dagang yang timbul
berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.?

Suatu informasi mengenai teknologi maupun bisnis yang dipunyai oleh
seseorang atau badan hukum walaupun inovasi tersebut bernilai ekonomis,
namun pemilik inovasi tersebut tidak ada upaya dalam menjaga kerahasiaan
dari inovasi tersebut, maka suatu inovasi itu tidak dapat dimasukkan kedalam
kategori rahasia dagang. Informasi teknik maupun bisnis dapat dikatakan
rahasia apabila ada “upaya-upaya sebagaimana mestinya” menjaga
kerahasiaannya. Cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk
melindungi inovasi yang ia miliki dapat memberlakukan suatu prosedur baku
berdasarkan kebiasaan dalam dunia perbisnisnisan dan dapat digunakan ke
dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam
ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu
dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu.*

Hukum mengenai rahasia dagang merefleksikan pertimbangan-
pertimbangan kebijakan ekonomi mengenai bagairnana mendorong inovasi,
kompetisi dan kesejahteraan konsumen dan juga dugaan-dugaan yang layak
mengenai perilaku bisnis yang wajar. Dalam kaitannya dengan dugaan-dugaan
yang layak mengenai perilaku bisnis yang wajar, hukum rahasia dagang
merupakan suatu perangkat aturan mengenai norma-norma urnum tentang

"moralitas" dan "itikad baik" yang juga dicerminkan dalam perbuatan-

3 Yusran Isnaisi, Buku Pintak HAKI, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), him. 97
4 Khairandy, R. (2014). Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Yogyakarta, hlm, 449
kupdf.net_pokok-pokok-hukum-dagangridwan-khairandy.pdf. Diakses 8 Desember 2024




perbuatan melanggar hukurn dari persaingan yang tidak jujur dan pelanggaran
atas kontrak.’

Dengan melihat pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang
Rahasia Dagang di atas ada tiga hal penting setidaknya yang harus dipahami
agar sebuah informasi dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Pertama,
informasi yang dianggap rahasia, yaitu apabila hanya diketahui secara terbatas
oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Kedua,
informasi yang bernilai ekonomis/komersial, yaitu informasi tersebut dapat
digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang menghasilkan
keuntungan. Ketiga, adanya upaya menjaga kerahasiaan tersebut oleh pemilik
rahasia dagang, yaitu apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasai
informasi tersebut telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-
langkah yang layak untuk mempertahankannya.®

Pemilik rahasia dagang harus menjaga informasi yang bersifat rahasia
dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya. Undang-Undang
Rahasia Dagang memberikan penjelasan pemilik rahasia dagang telah menjaga
rahasia dagangnya apabila telah melakukan langkah-langkah yang layak dan
patut. Yang dimaksud adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran,
kelayakan dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya di dalam suatu

perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku

5 Cita Citrawanda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi :
Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Inforrmasi, Cetakan Pertama, ( Jakarta : Chandra Utama,
1999 ), him.28.

6 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan Pertama, ( Jakarta : Sinar Grafika,
2009), him. 124



di tempat-tempat lain ataupun yang dituangkan ke dalam ketentuan internal
perusahan itu sendiri.

Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan
bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas
kerahasiaan itu.” Dalam praktiik, langkah-langkah tertentu dapat dilakukan
untuk menjaga kerahasiaan, diantaranya adalah mengungkapkan rahasia
dagang hanya kepada orang-orang yang perlu mengetahuinya atas dasar sebuah
perjanjian rahasia dagang, membuat perjanjian rahasia dagang dengan pegawai
atau pihak ketiga, melindungi data yang bersifat rahasia dengan membuat kode
rahasia, menyimpan dokumen-dokumen rahasia di tempat yang aman dan tidak
dapat diakses dengan mudah oleh karyawan atau pihak lain, mencantumkan
kata "rahasia" pada bagian luar dari dokumen rahasia, membatasi akses para
pegawai untuk memasuki unit atau departemen lain dari sebuah perusahaan,
melarang pegawai bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan, pembagian
kerja dan pembatasan kerja bagi para karyawan.

Undang-Undang Rahasia Dagang telah berlaku di Indonesia, namun
pada kenyataannya di lapangan tidak selalu berjalan mulus dan efektif.
Dikarenakan banyak faktor. Terutama di kalangan Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) dimana dalam perkembangannya relatif banyak yang belum mengerti
dan memahami tentang cara melindungi rahasia dagang dan penyelesaian
sengketa rahasia dagang secara menyeluruh.

Di Indonesia pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) begitu banyak

7 Direktorat Jenderal HKI, Buku Panduan : Hak Kekqaan Intelektual, Tanpa Tahun, Tanpa
Penerbit, hlm. 48.



sehingga para pelaku usaha dapat memaksimalkan rahasia dagang terhadap
Usaha Kecil dan Menengah sebagai sebuah kekayaan intelektual menjadi
sangat penting bagi perkembangan suatu usaha tersebut yang pada akhirnya
akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya di bidang
makanan maupun minuman berlomba- lomba menciptakan resep rahasia untuk
menarik perhatian para pelanggan. Resep makanan juga termasuk dalam
rahasia dagang karena mempunyai nilai ekonomi bagi pelaku usaha. Oleh
karena itu, sangat diperlukan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang
suatu usaha termasuk resep makanan maupun minuman yang diciptakannya.
Diperlukan rahasia dagang yang hanya diketahui pemilik usaha guna menjaga
keberlangsungan bisnis tersebut.

Hingga kini, pelanggaran terhadap rahasia dagang masih kerap terjadi
karena masih banyak pelaku usaha yang masih kurang memperhatikan
informasi bisnis yang dimilikinya, karena itu jika pelaku usaha lengah menjaga
informasi bisnisnya maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran
rahasia dagang seperti terjadinya pencurian resep, contohnya pada usaha
kuliner pelaku bisnis ada karyawan yang memakai rahasia resep pada pelaku
usaha lainnya tanpa izin kepada pemilik resep.

Salah satu contoh kasus ialah ketika resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang
mengalami kebocoran resep yang dilakukan oleh mantan karyawannya yang

telah dipercaya untuk mengetahui rahasia resep yang dimiliki resto Spesial

8 Susi Yanuarsi, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Rahasia Dagang yang Bersifat
Komersial, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 17 Nomor 2, 2019), him.123



Nasi Bakar Kaliurang. Hal ini diketahui bahwa setalah mantan karyawan
tersebut resign dari resto, mantan karywan itu memasukkan menu nasi bakar
ke resto baru tempat dia bekerja dengan resep rasa dan konsep yang sama persis
dengan resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang yang mana dalam hal ini termasuk
daripada rahasia resto dan tanpa seizin resto terlebih dahulu. Spesial Nasi
Bakar Kaliurang merupakan salah satu resto yang menjual nasi bakar dengan
konsep kekinian dan banyak diminati oleh berbagai kalangan khususnya
mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan juga masyarakat sekitar, karena di
resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang ini memilki daya tarik tersendiri yaitu rasa
nasi bakar yang enak, banyak pilihan jenis fopping isi nasi bakar, konsep
penyajian yang sangat menarik dan tidak sama dengan nasi bakar yang dijual
pada umumnya. Hal ini dibenarkan oleh saudara Muhammad Sirojuddin
sebagai pemilik resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang yang berasal dari Kota
Palembang Sumatera Selatan. Tentunya dalam mengelola resto ini, saudara
Muhammad Sirojuddin sebagai owner atau pemilik resto tidak sendirian,
namun membutuhkan beberapa karyawan dalam mengelola dan menjalankan
resto. Keadaan seperti ini yang membuka peluang akan adanya kemungkinan
terjadi kebocoran rahasia dagang pada resep resto karena beberapa karyawan
dipercaya untuk mengetahui rahasia dagang resto tersebut seperti resep,
strategi marketing, cara-cara mengelola suatu bahan dan informasi lainnya
untuk menarik pelanggan.

Tentunya atas kejadian seperti ini owner atau pemilik resto Spesial Nasi

Bakar Kaliurang merasa dirugikan karena resep mereka digunakan ataupun



disebarluasakan tanpa izin pemilik resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang. Hal ini
juga dapat menimbulkan potensi dimana bisa saja pelanggaran pencurian resep
ini dapat terjadi lagi, terlebih mantan karyawan tersebut mengetahui segala
resep rahasia dagang dan dapat menyalahgunakan untuk kepentingan komersil.
Pemilik resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang selanjutnya dapat menetukan
langkah-langkah untuk menjaga rahasia dagangnnya agar tidak terjadi lagi
pelanggaran dan perlu ditinjau juga apakah ada perjanjian kontrak yang jelas
untuk kerahasiaan informasi rahasia dagang pada resep.

Pentingnya peran hukum dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada
aspek perlindungan, tetapi juga mencakup pengaruhnya terhadap bisnis di
industri kuliner. Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dapat
mendorong industri kuliner mempertahankan daya saing yang sehat di sektor
pasar. Sehingga para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang kuliner akan
lebih termotivasi untuk melindungi rahasia dagangnya, mempertahankan
keunggulan rahasia dagangnya dibandingkan pesaingnya, melindungi inovasi
pada usahanya, serta mencegah kerugian dari bisnis yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang ‘“Perlindungan
Hukum Rahasia Dagang Pada Resep Usaha Kuliner Resto Spesial Nasi Bakar
Kaliurang” sebagai upaya untuk mengetahui perlindungan hukum di indonesia
dalam melindungi rahasia dagang pada resep usaha kuliner di Indonesia secara

komprehensif.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka
permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:
1. Bagaimanakah perlindungan hukum positif Indonesia dalam melindungi
resep rahasia dagang di resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik resto
Spesial Nasi Bakar Kaliurang ketika resep rahasia dagang restonya

digunakan tanpa izin terlebih dahulu?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengkaji perlindungan hukum positif di Indonesia dalam melindungi
rahasia dagang pada resep resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang.
2. Untuk mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik Resto
Spesial Nasi Bakar Kaliurang ketika resep rahasia dagangnya digunakan

tanpa izin terlebih dahulu.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka tesis ini memiliki
dua manfaat dari segi teoritis dan segi praktis.
1. Secara Teoritis
a. Sebagai usaha dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hak

kekayaan intelektual, khususnya yang berhubungan dengan



perlindungan hukum rahasia dagang pada resep usaha kuliner.

b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat dijadikan sebagai
referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti permasalahan
dalam ruang lingkup yang sama.

2. Secara praktis

a. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk dapat
mengetahui konsep terkait perlindungan hukum rahasia dagang pada
resep usaha kuliner.

b. Bagi pemangku kebijakan, dapat digunakan sebagai masukan baik itu
dari eksekutif, legislatif, dan yuridatif agar dapat menjadi pertimbangan
dalam merancang konsep ideal mengenai perlindungan hukum rahasia
dagang pada resep usaha kuliner.

c. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pertimbangan
membuat kebijakan mengenai terhadap perlindungan hukum rahasia
dagang pada resep usaha kuliner.

d. Bagi penulis, dalam rangka untuk menyelesaikan studi Magister

Hukum di Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka
Penelitian mengenai perlindungan hukum rahasia dagang pada resep
usaha kuliner telah banyak dituangkan dalam beberapa tulisan seperti buku,
jurnal, maupun karya tulisnya. Agar menghindari terjadinya kesamaan terkait

pembahasan penelitian yang telah ada sebelumnya, penulis akan menjelaskan
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mengenai pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selain

itu penulis juga akan menjelaskan perbedaan dari penelitian ini dengan

penelitian sebelumnya.

dalam Bisnis Kuliner:

Tinjauan dari
Perspektif =~ Hukum
Perdata. Jurnal
Hukum Perdata

diambil oleh pemilik
usaha kuliner untuk

melindungi  rahasia
dagang mereka,
terutama dari  segi
hukum perdata.

No | Penulis Judul Hasil Penelitian Perbedaan
1 Nugroho, B. S. | Perlindungan Rahasia | Tesis ini  meneliti | Perbedaan utama
(2020).° Dagang dalam | penerapan terletak pada
Industri Kuliner: | perlindungan rahasia | pendekatan  yang
Studi Kasus Restoran | dagang di restoran- | lebih ~ mendalam
di Surabaya. restoran di Surabaya. | terhadap kasus
Tesis, Universitas | Nugroho spesifik dalam
Airlangga. mengeksplorasi konteks UMKM,
efektivitas analisis  langsung
penggunaan perjanjian | pada kejadian
Non-Disclosure pencurian  resep,
Agreement (NDA) | serta upaya hukum
dalam melindungi | yang dapat diambil
resep kuliner dan | oleh pemilik usaha
praktik  operasional | untuk melindungi
sebagai rahasia | rahasia dagangnya
dagang. Hasilnya | sesuai dengan UU
menunjukkan bahwa | No. 30 Tahun 2000
penerapan NDA | tentang  Rahasia
mampu  mengurangi | Dagang.
risiko pembocoran
informasi rahasia oleh
karyawan, namun
kesadaran akan
manfaat NDA masih
perlu ditingkatkan.
2. Rahayu, F. | Strategi Perlindungan | Jurnal ini membahas | Perbedaan antara
(2021).1° Rahasia Dagang | strategi yang dapat | jurnal Rahayu, F

dan tesis ini terletak

pada fokus
pendekatan dan
konteks
perlindungan
hukum. Jurnal

9 Nugroho, B. S., Perlindungan Rahasia Dagang dalam Industri Kuliner: Studi Kasus

Restoran di Surabaya, Tesis, Universitas Airlangga, 2020.

19 Rahayu, F., Strategi Perlindungan Rahasia Dagang dalam Bisnis Kuliner: Tinjauan dari

Perspektif Hukum Perdata, Jurnal Hukum Perdata, 2021.
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No | Penulis

Judul

Hasil Penelitian

Perbedaan

Rahayu menyoroti

Rahayu  berfokus

Undang-Undang No.
30 Tahun 2000. Hasil
penelitian

menunjukkan bahwa
perlindungan  hukum

perjanjian kerahasiaan | pada strategi
sebagai sarana hukum | hukum perdata
yang penting dan | seperti  perjanjian
mendalami aspek- | kerahasiaan
aspek perdata yang | sebagai langkah
berperan dalam | preventif =~ dalam
pelindungan hak atas | melindungi rahasia
rahasia dagang. Studi | dagang di bisnis
ini menekankan | kuliner secara
pentingnya umum. Sementara
pencantuman itu, tesis ni
perjanjian kerahasiaan | mengkaji
pada kontrak | perlindungan
karyawan. hukum rahasia
dagang secara lebih
komprehensif,
mencakup  aspek
hukum perdata dan
pidana dalam
konteks
pelanggaran  yang
nyata, dengan studi
kasus  pencurian
resep pada resto
Spesial Nasi Bakar
Kaliurang,
3 Putri, S. | Upaya Perlindungan | Penelitian ini | Penelitian
(2019).1 Rahasia Dagang pada | membahas tentang | terdahulu berfokus
Bisnis Kuliner Kecil | tantangan pada tantangan
di Indonesia. Tesis, | perlindungan rahasia | implementasi UU
Universitas  Gadjah | dagang bagi bisnis | Rahasia ~ Dagang
Mada. kuliner  kecil di | secara umum untuk
Indonesia, termasuk | UMKM,
kendala dalam | sedangkan tesis ini
pengimplementasian | berfokus pada satu

kasus nyata dengan
pendekatan  yang
lebih praktis dalam
penanganan hukum
setelah pelanggaran

" Putri, S., Upaya Perlindungan Rahasia Dagang pada Bisnis Kuliner Kecil di Indonesia,
Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2019.
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No | Penulis Judul Hasil Penelitian Perbedaan
sulit diterapkan oleh | rahasia dagang
bisnis kecil yang tidak | terjadi.
memiliki  kapasitas
untuk mempekerjakan
tenaga hukum.
4. Lestari, M. | Analisis Perlindungan | Peneltian terdahulu ini | Dalam  penelitian
(2022). 12 Hukum Rahasia | menganalisis terdahulu  Lestari
Dagang pada Industri | bagaimana hukum | berfokus pada
Makanan di | rahasia dagang di | perjanjian  lisensi
Yogyakarta.  Tesis, | Indonesia diterapkan | dan kontrak
Universitas Atma | pada industri makanan | karyawan  secara
Jaya Yogyakarta. di Yogyakarta, dengan | umum, sementara
fokus pada perjanjian | dalam tesis ini akan
lisensi dan kontrak | mendalami  kasus
karyawan sebagai | pencurian resep
bentuk perlindungan. | dengan kajian pada
Studi ini juga | langkah-langkah
menyoroti bagaimana | hukum yang
perlindungan rahasia | tersedia dalam
dagang sering kali | menangani
diabaikan oleh pelaku | pelanggaran serta
usaha kecil karena | perlindungan
kurangnya sosialisasi. | komprehensif yang
diperlukan oleh
UMKM.
S. Yuwono, D. | Perlindungan Rahasia | Penelitian terdahulu | Yuwono mengkaji
(2021).13 Dagang dalam | ini membahas | perlindungan
Perspektif =~ Hukum | perlindungan rahasia | pidana dalam
Pidana pada Bisnis | dagang pada bisnis | lingkup umum
Kuliner. Tesis, | kuliner dari perspektif | bisnis kuliner,
Universitas hukum pidana, dengan | sedangkan tesis
Diponegoro. fokus pada sanksi | dalam  penelitian
yang dapat dijatuhkan | terbaru saya ini
kepada pelanggar. | akan ~ membahas
Yuwono  menyoroti | penerapan hukum
pentingnya aspek | baik dari aspek
pidana dalam | pidana maupun
memberikan efek jera | perdata dalam
namun  menyatakan | konteks kasus
bahwa implementasi | pencurian  resep

12 Lestari, M., Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Industri Makanan di
Yogyakarta, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
13 Yuwono, D., Perlindungan Rahasia Dagang dalam Perspektif Hukum Pidana pada
Bisnis Kuliner, Tesis, Universitas Diponegoro, 2021.
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Kuliner di Indonesia.
Disertasi, Universitas
Padjadjaran.

dalam konteks industri
kuliner di Indonesia.
Melalui kajian
empiris, Putra
menemukan  bahwa
meskipun UU Rahasia
Dagang memberikan
perlindungan  dasar,
pelaku usaha sering
mengalami  kesulitan
dalam penegakan
hukum akibat
lemahnya sosialisasi
dan  penerapan di
lapangan.  Penelitian
ini menyarankan
peningkatan

kesadaran dan
dukungan pemerintah
untuk  meningkatkan

efektivitas hukum
rahasia  dagang di
Indonesia.

No | Penulis Judul Hasil Penelitian Perbedaan
di lapangan masih | khusus, sehingga
kurang optimal. memberikan
gambaran
komprehensif
terkait penanganan
pelanggaran  dan
perlindungan
rahasia dagang
pada level UMKM.
6. Putra, E. M. | Efektivitas Undang- | Disertasi ini menguji | Perbedaan utama
(2022).14 Undang Perlindungan | efektivitas UU No. 30 | antara disertasi
Rahasia Dagang | Tahun 2000 tentang | Putra (2022) dan
dalam Industri | Rahasia Dagang | penelitian saya

adalah pada fokus
dan metode studi
kasus. Sementara
Putra meneliti
efektivitas UU No.
30 Tahun 2000
dalam industri
kuliner secara luas,
terutama  terkait
penegakan dan
sosialisasi hukum,
penelitian saya
lebih spesifik
dalam
mengeksplorasi
perlindungan
rahasia dagang
resep kuliner pada
kasus tertentu,
yaitu pencurian
resep oleh mantan
karyawan di
restoran Spesial
Nasi Bakar
Kaliurang.
Pendekatan  saya
berfokus pada isu
pelanggaran

14 Putra, E. M., Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Rahasia Dagang dalam Industri
Kuliner di Indonesia, Disertasi, Universitas Padjadjaran, 2022.
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Penulis

Judul

Hasil Penelitian

Perbedaan

langsung dari sisi
karyawan  dalam
lingkup usaha
kecil, yang
memberi perspektif
lebih terperinci
pada risiko internal
dalam menjaga
rahasia dagang.

7. Muhammad
Anta Difa,
Suta
Ramadan, dan
Erlina B.
(2022)%°

Perlindungan Hukum
Terhadap Resep
Minuman Kopi Nuju

Dalam Prespektif
Rahasia Dagang
(Studi Pada
Kemenkumham Dan
Nuju Bandar
Lampung)

Jurnal ini membahas
perlindungan  hukum
terhadap resep
minuman Kopi Nuju
sebagai rahasia
dagang. Penelitian ini
menyoroti pentingnya
melindungi resep kopi
dari pembocoran atau
pencurian yang dapat
merugikan

pemiliknya. Hasil
penelitian yang ada
pada jurnal ini

menunjukkan bahwa
informasi rahasia
dagang dalam bisnis
coffee shop, seperti
resep dan bahan biji
kopi, telah dilindungi
oleh hukum dan tidak
boleh diketahui oleh
umum. Pihak yang
telah
menyalahgunakan
atau  membocorkan
informasi rahasia
dagang dapat dikenai
sanksi perdata dan
pidana sesuai dengan
Undang-Undang No.
30 Tahun 2000. Untuk

Perbedaan utama
antara jurnal ini
dengan penelitian
saya terletak pada
objek yang
dianalisis.
Penelitian ini lebih
spesifik membahas
tentang resep
minuman kopi
Nuju dan
bagaimana resp
tersebut dilindungi
dalam  presfektif
hukum. Penelitian
pada jurnal ini
berfokus pada
perusahaan  kopi
Nuju di Bandar
Lampung, serta
analisis hukum di
Kemenkumham
(Kementerian
Hukum dan HAM).
Sedangkan
penelitian saya
fokus pada resep
yang digunakan
oleh restoran
spesial Nasi Bakar
Kaliurang, dengan
konteks yang lebih

15 Muhammad Anta Difa, Suta Ramadan, dan Erlina B., Perlindungan Hukum Terhadap
Resep Minuman Kopi Nuju Dalam Prespektif Rahasia Dagang (Studi Pada Kemenkumham Dan
Nuju Bandar Lampung), 2022.
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Penulis

Judul

Hasil Penelitian

Perbedaan

mencegah
pelanggaran,
disarankan adanya
perjanjian kerja
tertulis yang melarang
penyalahgunaan atau
pembocoran  rahasia
dagang, sehingga
dapat digunakan
sebagai alat untuk
menuntut jika terjadi
pelanggaran.

umum tentang
usaha kuliner dan
bagaimana  resep
tersebut dilindungi
oleh hukum rahasia
dagang dan
penelitian ini
berada di resto
spesial Nasi Bakar
Kaliurang,

8. Talitha
Shabrina
Faramukti dan

Sukirno.
(2022). 16

Perlindungan Hukum
Rahasia Dagang Atas
Informasi Resep
Makanan Dalam
Perjanjian Kerja

Penelitian ini
membahas upaya yang
dapat dilakukan untuk
menjaga kerahasiaan
resep masakan dan
perlindungan hukum
terhadap resep
tersebut apabila terjadi
pelanggaran  dalam
perjanjian kerja.
Penulis menggunakan
metode yuridis
empiris dengan data
sekunder yang terdiri
dari  bahan hukum
primer, sekunder, dan
tersier. Teknik
pengumpulan data
meliputi studi
kepustakaan,

dokumen, dan
wawancara. Data yang
diperoleh  dianalisis
secara kualitatif
dengan metode
deskriptif analisis.
Hasil dari penelitian
ini menyimpulkan
bahwa informasi yang

Penelitian  Talitha
Shabrina Faramukti
dan Sukirno
fokusnya lebih
kepada
perlindungan
hukum  terhadap
resep makanan
yang dimiliki oleh
perusahaan atau
individu, dalam hal
ini terkait dengan
hubungan  hukum
antara pekerja dan
pemberi kerja dan

membahas lebih
mendalam

mengenai  klausul
yang mengatur
kerahasiaan dalam
perjanjian kerja

antara pekerja dan
perusahaan, seperti
kewajiban  untuk
tidak
mengungkapkan
resep makanan
kepada pihak
ketiga. Sedangkan

16 Talitha Shabrina Faramukti dan Sukirno., Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Atas

Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja ,2022.
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No | Penulis Judul Hasil Penelitian Perbedaan
dianggap sebagai | penelitian saya
rahasia dagang harus | Lebih spesifik pada
dijaga kerahasiaannya | penerapan
oleh pemiliknya. | perlindungan
Dalam suatu | hukum rahasia
perusahaan, apabila | dagang dalam
terdapat pelanggaran | konteks suatu
mengenai rahasia | usaha kuliner
dagang, negara | tertentu, yaitu
memberikan restoran yang
perlindungan hukum | menyajikan  nasi
bagi mereka yang | bakar di Kaliurang.
merasa dirugikan | Penelitian saya
akibat ~ pembocoran | juga fokusnya lebih
tersebut. kepada bagaimana

resep nasi bakar
tersebut dilindungi
dalam dunia usaha,
serta  bagaimana
hukum bisa
menjaga agar resep
tersebut tidak jatuh
ke tangan pesaing
atau pihak yang
tidak berhak.

0. Putri Purbasari | Perlindungan Pemilik | Penelitian ini | Pada penelitian
Raharningtyas | Hak Rahasia Dagang | membahas upaya | Putri Purbasari
dan Kholis | Melalui  Perjanjian | perlindungan hak | Raharningtyas dan
Roisah. Kerja Pada Perseroan | rahasia dagang dalam | Kholis Roisah
(2015).17 Terbatas (Studi | perusahaan  melalui | fokus  utamanya

Perjanjian Kerja Di | perjanjian kerja. | pada  bagaimana

PT Phapros, Tbk Dan | Fokus utamanya | perlindungan

PT Lombok Gandaria | adalah bagaimana PT | terhadap  rahasia

Foods Industri) Phapros, Tbk dan PT | dagang diberikan
Lombok Gandaria | kepada karyawan
Foods Industri | dalam bentuk
mengatur perjanjian kerja di
perlindungan rahasia | perusahaan
dagang dalam | tertentu, dalam hal
perjanjian kerja | ini PT Phapros dan
mereka. Penelitian ini | PT Lombok

17 Putri Purbasari Raharningtyas dan Kholis Roisah., Perlindungan Pemilik Hak Rahasia
Dagang Melalui Perjanjian Kerja Pada Perseroan Terbatas (Studi Perjanjian Kerja Di PT
Phapros, Tbk Dan PT Lombok Gandaria Foods Industri, 2015.
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Penulis

Judul

Hasil Penelitian

Perbedaan

menggunakan metode

yuridis normatif
dengan teknik
pengumpulan data

melalui kuesioner dan
studi kepustakaan.
Dan hasil dari
penelitian ini
menunjukkan bahwa
kedua perusahaan
melakukan upaya
perlindungan rahasia

dagang melalui
pengamanan  lokasi,
pengamanan

dokumen, dan

pelatihan pekerja
untuk meningkatkan
kesadaran akan
pentingnya menjaga
kerahasiaan informasi.
Dalam perjanjian
kerja, kedua
perusahaan mengatur
klausul yang
membatasi kewajiban
pekerja untuk menjaga
rahasia dagang, baik
selama masa kerja
maupun  setelahnya.
Namun, PT Lombok

Gandaria lebih
komprehensif  dalam
pelaksanaan

pengamanan  lokasi
dan dokumen,

sementara PT Phapros
lebih  detail dalam
pengaturan klausul
perjanjian kerja terkait
kewajiban ~ menjaga
rahasia dagang.

Gandaria  Foods
Industri.
Pembahasannya
juga lebih spesifik
pada aspek hukum
dalam  perjanjian

kerja yang
mencakup
perlindungan
terhadap  rahasia
dagang yang
dimiliki oleh

perusahaan, seperti
informasi  terkait
proses  produksi,
formula, atau data
lainnya yang
bersifat sensitif.
Sedangkan  pada

penelitian saya
berfokus pada
penerapan
perlindungan

hukum  terhadap
resep kuliner atau
informasi  terkait

usaha kuliner
spesifik, yaitu pada
restoran yang

menyajikan  nasi
bakar  Kaliurang.

Penelitian saya
juga lebih
menekankan pada
perlindungan

rahasia dagang
dalam konteks
bisnis kuliner,
termasuk resep
masakan atau

teknik  memasak
yang menjadi daya
tarik dan ciri khas
usaha kuliner
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Penulis

Judul

Hasil Penelitian

Perbedaan

tersebut.

10. | Velliana
Tanaya,
Jessica
Vincentia
Marpaung,
dan  Audrea
Dindya
Djohan.
(2021).1®

Perlindungan Hukum
Rahasia Dagang
Dalam Perjanjian
Franchise Cocoyo

Penelitian ini
membahas pentingnya
perlindungan hukum

terhadap rahasia
dagang dalam
perjanjian  franchise,

khususnya pada usaha
waralaba makanan dan
minuman seperti
Cocoyo. Penelitian ini
mengidentifikasi
bahwa perjanjian
franchise Cocoyo
tidak mencantumkan
klausul mengenai
rahasia dagang,
sehingga tidak
memberikan
perlindungan  hukum
yang memadai bagi
informasi sensitif
perusahaan. Meskipun
demikian, kesepakatan
lisan untuk menjaga
kerahasiaan tetap
diakui dan dilindungi
oleh hukum. Hasil dari
penelitian ini
menunjukkan bahwa
meskipun  perjanjian
franchise Cocoyo
tidak secara eksplisit
mengatur rahasia
dagang, informasi
tersebut tetap
dilindungi oleh hukum
berdasarkan

kesepakatan lisan

Penelitian Velliana

Tanaya, Jessica
Vincentia

Marpaung, dan
Audrea Dindya

Djohan Penelitian
ini berfokus pada

usaha waralaba
(franchise)

Cocoyo, yang
bergerak di sektor
makanan dan
minuman.
Perlindungan
rahasia dagang
yang dibahas dalam

penelitian ini lebih
kepada bagaimana
perjanjian franchise
dapat menjaga
kerahasiaan bisnis,
termasuk informasi
seperti resep,
proses  produksi,
dan strategi bisnis
yang digunakan
oleh pemilik
waralaba.
Sedangkan
penelitian saya
lebih terfokus pada
usaha kuliner lokal
yang spesifik, yaitu
Resto Nasi Bakar
Kaliurang.
Penelitian saya
Juga membahas
perlindungan

18 Velliana Tanaya, Jessica Vincentia Marpaung, dan Audrea Dindya Djohan., Perlindungan
Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo, 2021.
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No | Penulis

Judul

Hasil Penelitian

Perbedaan

antara pihak-pihak

terkait. Namun,
disarankan agar
perjanjian  franchise
secara tertulis
mencantumkan
klausul mengenai
rahasia dagang untuk
memberikan

perlindungan  hukum
yang lebih kuat dan
jelas.

hukum  terhadap
resep makanan atau
informasi  kuliner
yang menjadi
rahasia dagang dari
restoran  tersebut.
Fokus  utamanya
adalah pada resep
masakan yang
dianggap sebagai
bagian penting dari
keunikan dan daya
tarik usaha kuliner.

F. Landasan Teori

Berdasarkan dari tesis ini, penulis

menggunakan teori-teori yang

berkaitan dengan pembahasan yang penulis akan analisis, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum Rahasia Dagang

Dasar hukum perlindungan rahasia dagang secara internasional dan

nasional didasarkan pada beberapa instrumen hukum, antara lain:

a. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

(TRIPS Agreement) — Pasal 39 TRIPS memberikan perlindungan

terhadap informasi rahasia yang memiliki nilai komersial.'

b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang —

Mengatur perlindungan, hak pemilik rahasia dagang, serta sanksi atas

pelanggaran.

20

Rahasia dagang adalah padanan kata untuk undiscloused information

19 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS).

20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
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sebagaimana tertulis dalam TRIPS. Istilah undiscloused information
memberi jaminan bagi mereka yang memang tidak ingin membuka
informasi usahanya yang berada dalam kontrolnya, dengan beberapa syarat
antara lain yaitu informasi tersebut memang rahasia dalam pengertian
bahwa informasi itu bukan seperangkat konfigurasi atau perakitan
(assembly) yang persis dari komponen - komponen yang umumnya dikenal
oleh lingkugan orang yang biasa berurusan dengan infomasi tersebut, dan
informasi itu dijaga kerahasiaan.?!

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan rahasia
adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang
lain. Sedangkan Dagang artinya pekerjaan yang berhubungan dengan
menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di
bidang tekonologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik
Rahasia Dagang. Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang
Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat
rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat

urnum. Hal yang dimaksud dengan hak atas rahasia adalah hak atas rahasia

dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.*

21 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekuyaan Intelekfual Pasca TRIPS, cetakan pertama, (
Bandung : PT Alunmi, Bandung, 2005 ), him. 80.
22 Tufik Effendy., Op. Cit 57
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Rahasia dagang merupakan suatu hal yang haruslah dilindungi.?* Hal
ini juga bertujuan untuk menciptakan jiwa kompetitif bisnis yang jujur,
terbuka dan inovatif. Perlindungan terhadap rahasia dagang merupakan
wujud penting suatu penegakan dan kepastian hukum dalam bidang
ekonomi, yang mana juga merupakan bentuk antisipasi bagi perusahaan
agar bisa bersaing dalam globalisasi perdagangan.

Rahasia dagang hanya dilindungi jika informasi tersebut memiliki
nilai ekonomi yang nyata, bersifat rahasia, dan dijaga kerahasiaannya
melalui upaya upaya yang patut seperti:

a. Mempunyai Nilai Ekonomi, yaitu informasi tersebut dapat digunakan
untuk menjalankan kegiatan usaha yang mana pada akhirnya dapat
menciptakan atau meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

b. Bersifat Rahasia, yaitu informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak
tertentu dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

c. Dijaga Kerahasiaannya, maksudnya adalah para pemilik yang
menguasai Rahasia Dagang tersebut telah mengambil langkah-langkah
yang tepat dan tepat untuk melindungi informasi.

Dalam Black's Law Dictionary yang dikategorikan sebagai rahasia
dagang meliputi formula-formula, pola, formula atau bahan kirnia, proses
industri, perawatan atau pengawetan bahan-bahan, pola mesin atau alat
lain, daftar langganan atau alat kompilasi informasi yang digunakan

seseorang dalam bisnisnya dan yang mana memberikan orang tersebut

23 Elisantris Gultom dan Sudjana, Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan
Konsumen, (Bandung: Keni Media, 2016), hlm. 61.
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kesempatan untuk memperoleh keuntungan melebih dari siangannya yang
tidak tahu atau tidak menggunakan itu. Termasuk juga rencana atau proses,
peralatan/perkakas atau bahan mesin yang hanya diketahui olehnya dan
pegawainya yang perlu disampaikan.?*

Rahasia dagang sebagai suatu aset yaitu lebih tepatnya intangible asset
memiliki beberapa teori dalam perlindungannya. Perlindungan rahasia
dagang didasarkan atas beberapa teori yaitu sebagai berikut:?’

Lingkup perlindungan rahasia dagang menurut Pasal 2 UU 30/2000
meliputi “metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di
bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak
diketahui oleh masyarakat umum”.?® Berbeda dengan paten?’ yang
diberikan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun perlindungan sejak tanggal
penerimaan, perlindungan terhadap rahasia dagang memiliki jangka waktu
yang tidak terbatas atau sampai dengan rahasia dagang tersebut tersebut
terbuka atau menjadi milik umum.?® Dengan penerapan yang tepat rahasia

dagang akan menjadi alat yang strategi dalam mempertahankan daya saing

bisnis di pasar.

24 Henry Campbell Black, M.A, Black's law Dictionary With Pronunciations, edisi keenam,

( St. Paul Minn : West Publishing co, 1990 ), him. 1494

25 Gunawan Widjaja, Pemilik Rahasia Dagang dan Pemegang Rahasza Dagang, Cetakan

Pertama, ( Jakarta :Business News, 2001 ), hlm. 120

26 Indonesia, Undang-Undang Rahasia Dagang, Ps. 2
27 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil

invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut
atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lihat Indonesia, Undang-
Undang Paten, UU No. 13 Tahun 2016, LN No. 176 Tahun 2016, TLN No. 5922, Ps. 1 angka 1.

28 Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual: Memahami

Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm.
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2. Pelanggaran dan penyelesaian sengketa rahasia dagang

Rahasia dagang adalah salah satu jenis kekayaan intelektual yang
melindungi informasi yang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan
memberikan keunggulan kompetitif karena tidak diketahui oleh publik.
Pelanggaran rahasia dagang terjadi ketika informasi rahasia digunakan atau
diungkapkan tanpa izin dari pemilik yang sah, baik oleh pihak ketiga
maupun individu yang memiliki akses terhadap informasi tersebut.
Pelanggaran ini sering kali terjadi dalam hubungan kerja, kemitraan bisnis,
atau pencurian informasi secara langsung. Dalam praktiknya, pelanggaran
ini dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial termasuk
hilangnya daya saing dan reputasi bisnis pemilik rahasia dagang.?’

Di Indonesia, perlindungan terhadap rahasia dagang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia
dagang meliputi informasi yang bersifat teknis atau bisnis, termasuk
formula, pola, kompilasi data, program komputer, atau strategi pemasaran
yang memiliki nilai ekonomi.’*’Pasal 13 Undang-Undang tersebut
mengatur bahwa pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila ada perolehan,
pengungkapan, atau penggunaan informasi rahasia secara melawan
hukum, termasuk tanpa persetujuan pemilik informasi tersebut.’!

Dalam konteks penyelesaian sengketa, mekanisme yang tersedia dapat

2 Erman Rajagukguk, Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis, Jakarta: Kencana, 2011, him.
142.

30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
Pasal 1 ayat (1)

31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 (pasal 13) tentang Rahasia Dagang, Diakses
pada 29 November 2024
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dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi mengacu
pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pemilik rahasia dagang
dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH
Perdata.*’Dalam gugatan ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti
rugi materiill dan immateriil, serta meminta pengadilan untuk
memerintahkan pihak pelanggar menghentikan penggunaan informasi
rahasia tersebut.*?

Selain pelanggaran kontrak, pelanggaran terhadap prosedur
penyelesaian sengketa juga kerap menjadi sumber perselisihan dalam
hubungan dagang internasional. Pelanggaran ini biasanya terjadi ketika
salah satu pihak mencoba menghindari atau menggagalkan proses
penyelesaian sengketa yang telah disepakati, misalnya dengan mengajukan
perkara ke pengadilan umum setelah sebelumnya sepakat untuk
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Pelanggaran terhadap perjanjian
arbitrase dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan menghambat
proses penyelesaian sengketa yang efisien, karena jalur arbitrase dipilih
untuk menjaga kerahasiaan dan kecepatan dalam penyelesaian kasus
dagang internasional. Jika pihak yang terlibat tidak menghormati
perjanjian arbitrase, maka tujuan dari arbitrase sebagai metode

penyelesaian sengketa yang lebih cepat, hemat biaya, dan privat tidak dapat

32 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1995, hlm. 88.
33 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 115.
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tercapai. Pelanggaran ini juga dapat menimbulkan biaya tambahan dan
memperpanjang durasi penyelesaian sengketa, yang seharusnya dapat
dihindari jika prosedur arbitrase dijalankan dengan baik.>*

Alternatif lainnya adalah jalur non-litigasi, seperti mediasi, negosiasi,
atau arbitrase, yang sering kali menjadi pilihan dalam kasus sengketa
rahasia dagang karena sifatnya yang lebih cepat, fleksibel, dan menjaga
kerahasiaan informasi yang disengketakan.?*Arbitrase menjadi salah satu
metode yang populer karena memberikan kebebasan kepada para pihak
untuk menentukan arbitrator yang memiliki keahlian di bidang terkait serta
menjaga kerahasiaan proses sengketa.*¢

Dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang, upaya pembuktian
menjadi hal yang sangat penting. Pemilik rahasia dagang harus mampu
menunjukkan bahwa informasi yang dilanggar memenubhi kriteria rahasia
dagang, seperti bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga
kerahasiaannya melalui langkah-langkah yang wajar.’” Selain itu, pemilik
juga perlu menunjukkan adanya tindakan melawan hukum dari pihak
pelanggar, seperti perolehan informasi melalui pencurian, penipuan, atau

pelanggaran perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement).’®

34 Peter Gillies, Concise Australian Commercial Law, Sydney: The Federation Press, 2004,

hlm. 112.

35 Peter K. Yu, Intellectual Property and Information Wealth: Issues and Practices in the

Digital Age, Westport: Praeger Publishers, 2007, hlm. §9.

36 Mark Davison, The Legal Protection of Trade Secrets, Cambridge: Cambridge

University Press, 2007, hlm. 67.

37 Soedjono Dirjosisworo, Hukum dan Etika Bisnis: Menjamin Persaingan Sehat di Dunia

Usaha, Jakarta: Pustaka Harapan, 2010, hlm. 92.

38 William Landes, The Economic Structure of Intellectual Property Law, Boston: Harvard

University Press, 2003, hlm. 221.
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Penyelesaian sengketa rahasia dagang tidak hanya berfokus pada
pemulihan kerugian, tetapi juga pada pencegahan pelanggaran di masa
depan. Oleh karena itu, banyak perusahaan mengadopsi langkah-langkah
preventif, seperti penerapan kebijakan kerahasiaan internal, pelatihan
karyawan, dan penggunaan teknologi keamanan informasi.** Dengan
langkah-langkah ini, diharapkan potensi sengketa terkait pelanggaran
rahasia dagang dapat diminimalkan sekaligus melindungi kepentingan

bisnis di era persaingan global.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, beberapa istilah operasional yang digunakan perlu

didefinisikan untuk menghindari perbedaan interpretasi, serta memperjelas

lingkup penelitian yang dilakukan. Berikut adalah definisi operasional dari

istilah-istilah utama dalam penelitian ini:

. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
segala bentuk tindakan hukum yang dapat diambil oleh pemilik usaha untuk
menjaga hak rahasia dagang yang dimiliki, dalam hal ini adalah resep
kuliner yang merupakan bagian dari aset tak berwujud.
. Rahasia Dagang
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh

masyarakat umum di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai

39 Peter Menell, Intellectual Property in the New Technological Age, California: Stanford

University Press, 2006, hlm. 134.
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ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kera hasiaannya
oleh pemilik rahasia dagang.
. Resep Kuliner

Resep kuliner adalah seperangkat instruksi yang menggambarkan
bahan-bahan, teknik, dan prosedur untuk menciptakan suatu hidangan
makanan atau minuman.

Spesial Nasi Bakar Kaliurang

Spesial Nasi Bakar Kaliurang adalah nama dari usaha kuliner yang
menjadi fokus dalam penelitian ini. Usaha ini dikenal dengan hidangan nasi
bakarnya yang memiliki resep khusus yang dirahasiakan oleh pemilik usaha
sebagai strategi untuk mempertahankan keunikan dan daya tarik kuliner di
pasar.
. Pelanggaran Rahasia Dagang

Pelanggaran rahasia dagang dalam konteks penelitian ini merujuk
pada tindakan yang melibatkan penggunaan, penyebaran, atau pencurian
informasi rahasia dagang (dalam hal ini resep kuliner) yang dilakukan tanpa
izin atau sepengetahuan pemilik rahasia dagang.
. Perjanjian Kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement/NDA)

Perjanjian kerahasiaan adalah kontrak yang mengikat secara hukum
antara dua atau lebih pihak dimana pihak-pihak tersebut setuju untuk tidak
mengungkapkan informasi rahasia yang tercantum dalam perjanjian kepada

pihak lain tanpa izin.
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H. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum
yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum
terhadap rahasia dagang pada bisnis kuliner, khususnya dalam kasus "Spesial
Nasi Bakar Kaliurang." Adapun metode yang digunakan meliputi pendekatan,
sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dimana
penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data lapangan melalui sebuah
studi kasus yang terjadi pada pelaku usaha kuliner. Fokus penelitian adalah
menganalisis penerapan hukum terhadap perlindungan rahasia dagang pada
resep usaha kuliner.
2. Pendekatan Penelitian
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Penelitian
ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis
berbagai aturan hukum yang relevan, seperti Undang- Undang Nomor
30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan peraturan terkait hak
kekayaan intelektual (HKI) lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk
memahami dasar hukum dan regulasi yang mengatur perlindungan
rahasia dagang di Indonesia.
b. Pendekatan kasus (Case Study Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan studi kasus
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terhadap resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang. Pendekatan ini berguna
untuk memahami bagaimana peraturan terkait rahasia dagang
diterapkan dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku
usaha dalam melindungi resep mereka dari penyalahgunaan oleh pihak
lain.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep-konsep
teoritis mengenai rahasia dagang dalam konteks hukum kekayaan
intelektual, terutama pada sektor kuliner. Teori-teori dan konsep yang
terkait akan digunakan untuk menganalisis pentingnya perlindungan
rahasia dagang dalam mempertahankan daya saing usaha.

3. Sumber Data
a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik atau
pengelola resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang serta pihak-pihak terkait,
seperti konsultan hukum atau ahli di bidang HKI yang memiliki
pemahaman mendalam tentang rahasia dagang dalam industri kuliner.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan seperti
Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang tentang HKI

lainnya, serta dokumen hukum terkait.
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2) Bahan Hukum Sekunder: Literatur, artikel, jurnal hukum, dan buku
yang relevan dengan perlindungan rahasia dagang dan industri
kuliner.

3) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia hukum
yang mendukung pemahaman konsep-konsep kunci dalam
penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui
studi kepustakaan (/ibrary research) dan wawancara:

Studi Kepustakaan (Library Research): Studi kepustakaan
dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier yang terkait dengan perlindungan rahasia dagang. Bahan-bahan
tersebut dianalisis untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku serta
landasan teori yang mendasari perlindungan hukum atas rahasia dagang.

Wawancara: Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang
relevan, seperti pemilik usaha resto "Spesial Nasi Bakar Kaliurang" dan
pakar hukum kekayaan intelektual. Teknik wawancara ini dilakukan dengan
tujuan mendapatkan data empiris mengenai praktik perlindungan rahasia
dagang di dunia bisnis kuliner serta masalah yang dihadapi dalam menjaga
kerahasiaan resep.

5. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah metode analisis yang dilakukan dengan
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menafsirkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk narasi,
sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik
yang diteliti. Adapun analisis data empiris pada penelitian ini dimana data
yang diperoleh dari wawancara dianalisis untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan perlindungan rahasia dagang pada praktiknya, kendala yang
dihadapi oleh pemilik usaha dalam menjaga kerahasiaan resep, serta
relevansi dan efektivitas peraturan yang berlaku terhadap kebutuhan

industri kuliner.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam 4 (empat) BAB sebagai
berikut:

BAB Pertama, pada BAB ini menguraikan latar belakang masalah yang
menunjukkan urgensi perlunya dilakukan penelitian ini. Di dalamnya dibahas
juga rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori
yang mendasari penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode
penelitian, serta sistematika penulisan yang menjelaskan struktur penelitian
secara keseluruhan.

BAB Kedua, pada BAB ini berisi pembahasan mengenai tinjauan
pustaka yang mengkaji berbagai literatur dan penelitian terdahulu terkait
perlindungan hukum rahasia dagang, khususnya dalam lingkup usaha kuliner.
Penulis juga menguraikan berbagai teori hukum terkait hak kekayaan

intelektual (HKI) dan perlindungan rahasia dagang yang relevan dengan kasus
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dalam penelitian ini, termasuk teori perlindungan terhadap aset intelektual,
serta regulasi nasional maupun internasional terkait rahasia dagang.

BAB Ketiga, pada BAB ini penulis melakukan pembahasan mendalam
terkait aspek hukum yang memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang
pada usaha kuliner, khususnya pada resep Nasi Bakar Kaliurang. Pembahasan
meliputi analisis perlindungan yang tersedia berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, mekanisme pelaksanaan
perlindungan rahasia dagang dalam praktik, serta tantangan yang mungkin
dihadapi oleh pelaku usaha dalam menjaga kerahasiaan resep kuliner. Studi
kasus Nasi Bakar Kaliurang juga dianalisis untuk menilai penerapan
perlindungan rahasia dagang pada usaha kuliner di Indonesia.

BAB Keempat, Penutup. Pada BAB ini memuat kesimpulan dari hasil
penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan dalam
studi ini. Kesimpulan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah
ditetapkan, sementara saran diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi
pengembangan literatur hukum terkait perlindungan rahasia dagang,
khususnya dalam industri kuliner di Indonesia serta memberikan masukan
kepada para pelaku usaha kuliner tentang pentingnya menjaga dan melindungi

resep rahasia mereka.
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Teori Perlindungan Hukum Rahasia Dagang

1.

Perlindungan Hukum

Ketika pemerintah bertindak untuk menyelesaikan perselisihan
masyarakat, itu menunjukkan bahwa pemerintah peduli tentang masalah
yang dihadapi masyarakat. Perawatan ini mengambil bentuk perlindungan
hukum, yang memungkinkan orang untuk melakukan banyak hal yang
membutuhkan peraturan khusus untuk menghindari konflik di masa depan.
Karena setiap bisnis memiliki informasi properti dengan nilai moneter,
melindungi informasi itu adalah prioritas utama. Sebuah rahasia komersial
didefinisikan sebagai "informasi yang, sebagai masalah teknologi atau
bisnis, tidak diketahui secara umum kepada publik, memiliki nilai komersil
karena dapat diterapkan dalam operasi komersialnya, dan disembunyikan
oleh pemiliknya.”

Praktik khas bagi banyak bisnis adalah memasukkan ketentuan
dalam kontrak kerja yang mengharuskan karyawan untuk menjaga
kerahasiaan informasi apa pun yang dianggap eksklusif untuk organisasi.
Adalah praktik biasa untuk kontrak kerja untuk memasukkan ketentuan
yang mengharuskan karyawan untuk menjaga rahasia informasi apa pun
tentang bisnis yang dimiliki mereka, terutama ketika datang ke resep.

Ketentuan ini sering berlaku bahkan setelah karyawan meninggalkan
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perusahaan yang membuat kontrak. Salah satu definisi dalam Pasal 1
Undang-Undang Rahasia Perdagangan adalah informasi yang tidak
diketahui publik di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai
ekonomi karena berguna dalam kegiatan bisnis, dan dipelihara rahasia oleh
pemilik Rahasia perdagangan. Ini berarti bahwa perjanjian yang berisi
kewajiban untuk menjaga rahasia dagang sangat terkait satu sama lain.

Arti dari "Perlindungan" berasal dari kata "lindung" yang
mengandung makna mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan
membentengi. Sementara itu, konsep "Perlindungan" merujuk pada
konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara luas,
perlindungan mengacu pada tindakan menjaga sesuatu dari potensi bahaya,
yang bisa berupa kepentingan, benda, atau barang.

Perlindungan juga mencakup arti perlindungan yang diberikan oleh
individu kepada mereka yang lebih rentan. Dalam konteks hukum,
perlindungan hukum bisa diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau
perlindungan melalui penggunaan aturan dan sarana hukum. Secara
sederhana, perlindungan hukum merujuk pada usaha yang disengaja oleh
individu, lembaga pemerintah, atau entitas swasta untuk memastikan
keamanan, kontrol, dan pemenuhan kehidupan yang adil sesuai dengan hak-
hak dasar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, perlindungan hukum
diartikan sebagai fungsi hukum yang bertujuan memberikan keadilan,

ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian.
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Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah
kondisi subjektif yang menunjukkan bahwa beberapa subjek hukum perlu
segera memperoleh sumber daya untuk menjamin keberadaan subjek
hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, sehingga mereka memiliki
kekuatan yang terorganisir dalam proses pengambilan keputusan ekonomi
dan politik. Terutama, ini berkaitan dengan 24 distribusi sumber daya baik
dalam struktur maupun pada tingkat individu.*°

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum
merupakan kondisi subjektif yang menunjukkan kebutuhan beberapa subjek
hukum untuk segera memperoleh sumber daya guna menjamin keberadaan
subjek hukum yang dijamin serta dilindungi oleh hukum. Hal ini bertujuan
agar mereka memiliki kekuatan yang terorganisir dalam proses
pengambilan keputusan ekonomi dan politik. Terutama, hal ini terkait
dengan distribusi sumber daya baik secara struktural maupun pada tingkat
individu. Selain itu menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana
perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya
sengketa dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk
menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum keputusan pemerintah
diterapkan secara definitif. Ini sangat penting dalam keputusan
pemerintah yang bergantung pada kebebasan bertindak karena

mendorong pemerintah untuk hati-hati dalam pengambilan keputusan

40 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina
Ilmu, 1987), h., 2.
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berdasarkan kebijakan.

b. Sementara itu, tujuan dari perlindungan hukum represif adalah
menyelesaikan sengketa secara menyeluruh, termasuk memberikan
perlindungan hukum kepada masyarakat melalui proses peradilan
umum dan administratif di Indonesia.*!

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa fokus dari perlindungan
hukum preventif adalah hak setiap individu sebagai bagian dari masyarakat
untuk menuntut pemenuhan hak mereka guna mencapai keadilan (hak untuk
didengar) serta usaha pemerintah untuk memberikan akses yang luas kepada
masyarakat untuk memperoleh informasi tentang upaya pemenuhan hak
mereka (hak untuk memperoleh informasi) dalam kerangka pelaksanaan
pemerintahan.

Teori Perlindungan Hukum Dalam kajian hukum, terdapat beberapa
teori yang mendasari konsep perlindungan hukum, di antaranya:

a. Teori Kepastian Hukum (Rechtszekerheid)

1) Dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam Teori Murni Hukum (Reine

Rechtslehre).*?

2) Menekankan bahwa hukum harus jelas, tidak boleh ambigu, dan
dapat diterapkan secara konsisten.

3) Perlindungan hukum hanya dapat efektif jika hukum tersebut dapat

ditegakkan dengan kepastian.

41 12 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat... h., 2-3
42 Hans Kelsen, Pure Theory of Law, (Berkeley: University of California Press, 1967).
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b. Teori Keadilan (Justice Theory)

1) Dikemukakan oleh Aristoteles dan John Rawls.*

2) Menekankan bahwa perlindungan hukum harus berorientasi pada
keadilan, baik keadilan distributif maupun keadilan korektif.

3) Hukum harus memberikan perlakuan yang adil bagi setiap individu
tanpa diskriminasi.

c. Teori Kemanfaatan (Utilitarianism)

1) Diajukan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.**

2) Perlindungan hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi
masyarakat.

3) Keputusan hukum yang diambil harus mempertimbangkan
kesejahteraan masyarakat secara luas.

d. Teori Negara Hukum (Rechtsstaat)

1) Dikembangkan oleh Friedrich Julius Stahl dan Dicey.*

2) Menyatakan bahwa negara harus menjamin perlindungan hukum
bagi warganya dan berlandaskan hukum dalam segala tindakan
pemerintahannya.

e. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

1) Perlindungan hukum harus berorientasi pada pemenuhan dan

4 Aristoteles, Nicomachean Ethics.

4 Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, (Oxford:
Clarendon Press, 1789).

4 Friedrich Julius Stahl, The Doctrine of Law and State, (London: Oxford University
Press, 1856).
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perlindungan hak asasi manusia.*®

2) Setiap individu memiliki hak dasar yang harus dijamin oleh negara
dan hukum

Implementasi perlindungan hukum di indonesia dalam sistem
hukum indonesia, perlindungan hukum diimplementasikan melalui
berbagai instrumen hukum, antara lain:

a. Konstitusi (UUD 1945), menjadi dasar perlindungan hak-hak warga
negara.

b. Peraturan Perundang-Undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, dan Peraturan Daerah.

c. Lembaga Penegak Hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Dan
Pengadilan.

d. Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia, seperti Komnas Ham Dan
Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

e. Mekanisme Peradilan dan Penyelesaian Sengketa seperti peradilan
umum, peradilan tata usaha negara, arbitrase, dan mediasi.

Teori perlindungan hukum menjadi dasar bagi pembentukan sistem
hukum yang adil dan berfungsi untuk melindungi hak-hak individu. Melalui
pendekatan preventif dan represif, hukum harus mampu memberikan
kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Implementasi
perlindungan hukum di Indonesia dilakukan melalui berbagai instrumen

hukum dan lembaga penegak hukum guna menjamin hak-hak warga negara.

46 John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge: Harvard University Press, 1971)
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2. Rahasia Dagang

a. Pengertian Rahasia Dagang

Adapun yang dimaksud dengan Rahasia Dagang merupakan
informasi rahasia yang menjadi inti dari produk yang dihasilkan oleh
suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini
merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual (KI), yang merujuk pada
hak untuk memperoleh manfaat ekonomis dari hasil kreasi intelektual
atau karya cipta manusia. KI muncul sebagai hasil dari kreativitas
manusia. Ketika suatu produk diciptakan melalui proses kreativitas
manusia, dua jenis hak akan terikat pada produk tersebut, yaitu hak
ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi memberikan hak kepada pencipta
untuk memperoleh nilai ekonomis dari hasil karyanya. Sementara itu,
hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku
kreativitas yang tetap ada meskipun hak cipta tersebut sudah dialihkan
kepada pihak lain.*’

Menurut Robert Patrick Merges, Rahasia Dagang adalah
kumpulan informasi, pola perangkat, atau kompilasi data yang
digunakan dalam aktivitas bisnis seseorang dan memberikan
keunggulan dibandingkan pesaing lainnya. Pengertian resmi tentang
Rahasia Dagang dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyatakan

bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh

47 Much. Nurachmad, Segala Tentang HAKI Indonesia, (Yogyakarta: Buku Biru, 2012).
h.,15.
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publik dalam bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi
karena berguna dalam kegiatan bisnis, serta dijaga kerahasiaannya oleh
pemilik Rahasia Dagang. Ketidakdiketahuan informasi oleh publik
menunjukkan sifat eksklusifitasnya, yang berarti hanya pemilik
informasi yang memiliki akses terhadap rahasia tersebut. Rahasia ini
bisa berupa informasi di bidang teknologi maupun informasi yang
berkaitan dengan bisnis. Informasi teknologi sering kali diperoleh
melalui studi ilmiah dan memerlukan kecerdasan intelektual, biaya, dan
waktu yang signifikan untuk memperolehnya. Karena informasi tersebut
bermanfaat dalam konteks bisnis, nilai ekonomisnya jelas, dan oleh
karena itu, pemilik informasi perlu menjaga kerahasiaan informasi
tersebut. Dari definisi yang terdapat dalam undang-undang, terdapat tiga
elemen penting dalam rahasia dagang.*®

1) Elemen Pertama. Rahasia dagang harus berwujud "informasi", yang
mencakup informasi teknologi dan informasi yang berkaitan dengan
bisnis.

2) Elemen Kedua. Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis
yang berguna bagi bisnis dan tidak diketahui pihak lain serta tidak
dapat diperoleh dengan mudah oleh pihak lain, sehingga peniruan
menjadi sulit.

3) Elemen Ketiga. Informasi ini perlu dijaga kerahasiaannya oleh

pemilik rahasia dagang dengan tindakan yang sesuai. "Tindakan

48 Sudarmanto, KI & HKI, Serta Implementasinya Bagi Indonesia, (Jakarta, PT Elex media
Komputindo, 2012), h., 89
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yang sesuai" merujuk pada langkah-langkah yang disesuaikan
dengan keadilan, kelayakan, dan relevansi yang harus dilakukan
oleh pemilik rahasia.

b. Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Dalam Pasal 2 dari Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30
tahun 2000 menyatakan bahwa cakupan rahasia dagang mencakup
berbagai hal seperti cara produksi, metode pengolahan, strategi
penjualan, atau informasi lain dalam ranah teknologi dan/atau bisnis
yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat
umum. Undang-undang Rahasia Dagang Nomor 30 tahun 2000 tidak
menyediakan prinsip-prinsip yang mengatur penerapan rahasia dagang
dalam konteks kekayaan intelektual.

Dalam kerangka kekayaan intelektual, terdapat dua prinsip yang
diterapkan dalam perlindungan hukum, yaitu sistem first to file dan first
to use. Sistem first to file adalah sistem pendaftaran yang didasarkan
pada siapa yang pertama kali mendaftarkan hak tersebut. Artinya, jika
dua individu mendaftarkan hak pada hari yang sama terkait dengan hal
yang sama, individu yang mendaftar lebih dulu akan diberi prioritas.
Sedangkan sistem first to use berfokus pada siapa yang pertama kali
menggunakan hak tersebut. Dalam hal ini, pemilik kekayaan intelektual

yang menggunakan hak tersebut lebih dulu akan mendapatkan
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prioritas.*” Rahasia dagang, karena bersifat rahasia, tidak diatur untuk

mengikuti sistem yang diuraikan dalam Pasal 3 dari Undang-Undang

Rahasia Dagang Nomor 30 tahun 2000.

c. Subjek Rahasia Dagang Pemilik rahasia dagang memiliki hak:

1) Menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya sendiri.

2) Memberikan izin kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk
menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak
ketiga untuk kepentingan komersial.

d. Objek Rahasia Dagang Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30
tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, ruang lingkup rahasia dagang
mencakup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan,
atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki
nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

e. Batas perlindungan Rahasia Dagang

Terdapat kelebihan dalam menerapkan Rahasia Dagang
daripada Paten seperti karya intelektual yang tidak memenuhi syarat
paten, masa perlindungan yang tak terbatas, serta proses perlindungan
yang lebih sederhana dan tidak memerlukan biaya besar seperti paten.

Selain itu, cakupan dan perlindungan geografisnya lebih luas. Namun,

kendati memiliki masa perlindungan tak terbatas, Rahasia Dagang harus

memenuhi syarat tertentu, yaitu masih bersifat rahasia, memiliki nilai

4 Andry Setiawan, et.al., “Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi
Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah),” Jurnal Law and Justice, Vol. 3
No. 2 Oktober 2018, h., 77
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ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sesuai. Ketiga

syarat tersebut perlu dipenuhi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3.

1) Rabhasia terjaga jika informasi hanya diketahui oleh sejumlah orang
yang terbatas.

2) Nilai ekonomi terlihat pada informasi saat kerahasiaannya dapat
digunakan untuk kegiatan bisnis atau komersial yang menghasilkan
keuntungan bagi pemiliknya.

3) Perlindungan kerahasiaan tercapai saat pemilik atau pihak yang
menguasainya melakukan langkah-langkah yang tepat dan pantas.

Pengalihan Hak Rahasia Dagang

Menurut Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang, pemilik rahasia dagang harus menjaga
kerahasiaan informasi yang bernilai ekonomi dan bersifat rahasia.

Mereka juga harus menggunakan cara yang teratur dan pantas dalam

mengelola informasi ini untuk keperluan bisnis. Kewajiban untuk

menjaga kerahasiaan ini berkaitan dengan hubungan hukum antara
berbagai pihak, seperti antara pengusaha dan pekerja atau antara atasan
dan bawahan. Meskipun prinsip rahasia dagang sebagai bagian dari
kekayaan intelektual tidak diatur secara rinci dalam undang-undang,

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 21 Rahasia Dagang menyebutkan

bahwa Hak Rahasia Dagang adalah hak yang diakui oleh undang-

undang ini. Sebagai hak kepemilikan, Hak Rahasia Dagang dapat

dipindahkan atau diberikan kepada pihak lain.
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Rahasia dagang berbeda dalam hal kerahasiaannya dari hak cipta
yang diperoleh oleh siapa pun yang pertama kali mempublikasikan
informasi tersebut. Namun, saat rahasia dagang dialihkan, informasi
tersebut harus dilaporkan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual di
Kementerian Hukum dan HAM, serta diumumkan secara umum sebagai
rahasia dagang. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang tidak memberikan panduan yang jelas tentang
cara dan prosedur pendaftaran rahasia dagang, pengalihan rahasia
dagang harus dicatat oleh Dirjen Kekayaan Intelektual di Kementerian
Hukum dan HAM untuk kepastian hukum. Hal ini berbeda dari
kurangnya ketentuan pendaftaran rahasia dagang dalam undang-undang
yang memunculkan ketidaksesuaian, karena pada satu sisi rahasia
dagang tidak wajib didaftarkan dan harus dirahasiakan oleh pemiliknya,
sementara pada sisi lain, proses pengalihan rahasia dagang harus dicatat
di Dirjen Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga memiliki
pengetahuan tentang rahasia dagang yang dialihkan, yang pada akhirnya
mengungkap kerahasiaan rahasia dagang kepada Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.

Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang Rahasia Dagang

menjelaskan beberapa peristiwa yang bisa mengakibatkan Pengalihan

50 Fajar, Andri, Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan PT. Basuki Pratama
Engineering Atas Pengungkapan Rahasia Dagang Oleh Karyawan Kepada Perusahaan PT. Hitachi
Construction Machinery Indonesia, Research Repository, Universitas Sumatera Utara
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Hak Rahasia Dagang. Pengalihan rahasia dagang dapat terjadi melalui
proses warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang
diizinkan oleh hukum. Dalam konteks perjanjian, peralihan hak
memerlukan dokumen tertulis, khususnya akta asli. Ini penting untuk
mengatasi ruang lingkup serta kepentingan semua pihak yang terlibat
dalam peralihan hak rahasia dagang. Pengalihan hak atas Rahasia
Dagang yang dilakukan berdasarkan "alasan yang dibenarkan oleh
peraturan perundang-undangan" bisa mencakup situasi seperti
keputusan pengadilan terkait dengan kepailitan. Di samping itu, dengan
menggunakan perjanjian lisensi, pemegang hak atau pemilik rahasia
dagang dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan
atau menerapkan hak rahasia dagang dalam kegiatan bisnis (Pasal 6
Undang-Undang Rahasia Dagang).

Perbedaannya dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan
rahasia dagang adalah bahwa lisensi memberikan hak untuk
menggunakan Rahasia Dagang dalam jangka waktu tertentu. Mengingat
Rahasia Dagang bersifat rahasia, penerapan lisensi harus melibatkan
atau memberdayakan tenaga ahli yang dapat menjaga kerahasiaan
informasi tersebut. Ini berbeda dari bantuan teknis yang biasanya
diberikan untuk proyek operasionalisasi mesin baru atau kegiatan teknis
lainnya. Pemilik Rahasia Dagang masih memiliki kewenangan untuk
memberikan lisensi kepada pihak ketiga terkait Rahasia Dagang selama

masa lisensi. Artinya, perjanjian lisensi secara prinsip tidak bersifat
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eksklusif, yang memungkinkan Pemilik Rahasia Dagang memberikan
lisensi kepada pihak lain. Jika perjanjian lisensi bertujuan untuk bersifat
eksklusif, maka Hak Rahasia Dagang tidak dapat dimanfaatkan. Baik
Pengalihan Hak Rahasia Dagang maupun Perjanjian Lisensi Rahasia
Dagang harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual sebagai bagian dari proses administrasi atau pencatatan.
Namun, proses pendaftaran ini tidak membuka akses publik terhadap
Rahasia Dagang, karena yang didaftarkan hanyalah informasi
administratif dari dokumen pengalihan hak atau perjanjian lisensi.
Dibandingkan dengan pengumuman tentang pengalihan hak rahasia
dagang dan perjanjian lisensi, Berita Resmi Rahasia juga tidak

mencakup informasi substansial selain data administratif.

B. Teori Pelanggaran dan Penyelesain Sengketa Rahasia Dagang

1.

Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran Rahasia Dagang atas

Putusan No. 2535 K/Pdt/2016

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, sebagai bagian integral

dari Hak Kekayaan Intelektual, memiliki peran yang sangat penting dalam
dunia bisnis dan perdagangan. Permasalahan seputar rahasia dagang, yang
memiliki nilai dan manfaat bagi jalannya bisnis serta perdagangan dan
menghasilkan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya, sering kali muncul
sebagai isu yang tidak kalah signifikan dibandingkan dengan masalah

barang dan jasa. Sebagai hasilnya, pemilik rahasia dagang sering kali sangat
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berkepentingan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum
atas hak rahasia dagang mereka melalui peraturan yang sah dan berlaku
dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Pengakuan dan jaminan
perlindungan hukum atas rahasia dagang yang dimiliki oleh pemiliknya
akan menjadi pertimbangan penting bagi para pelaku usaha sebelum mereka
mengambil langkah dalam pengembangan bisnis, perdagangan, atau

Investasi.’!

Pengaturan mengenai Rahasia Dagang di level internasional dapat
ditemukan dalam Artikel 39 TRIPs, yang mengatur perlindungan atas
informasi rahasia dagang, atau yang sering disebut sebagai rahasia
perdagangan.

a. Dalam upaya untuk memastikan perlindungan yang efektif untuk
mencegah persaingan yang tidak sehat. seperti yang dijelaskan dalam
artikel 10 bis Konvensi Paris, negara-negara diwajibkan untuk
melindungi informasi yang tidak diungkapkan.

b. Masyarakat dan entitas hukum dianggap memiliki hak untuk mencegah
informasi yang sah yang mereka miliki dari diungkapkan, diperoleh,
atau digunakan oleh orang lain tanpa izin, sesuai dengan praktik
perdagangan yang jujur, dalam hal informasi tersebut.

1) Informasi bersifat rahasia, yang berarti informasi tersebut secara

keseluruhan atau dalam struktur dan susunan komponennya tidak

51 Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni, Irma Cahyaningtyas, Perlindungan Hukum Rahasia
Dagang (Studi Pada PT. Haifa Paraestetiderma), Jurnal Notarius, Vol.14, No.1, 2021, h., 259-260
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diketahui oleh masyarakat umum atau tidak mudah diakses oleh
orang-orang yang biasanya terlibat dalam bidang informasi tersebut.
2) Memiliki nilai ekonomis yang disebabkan oleh kerahasiaannya.
3) Telah dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah yang tepat
sesuai dengan kondisi yang diatur oleh pihak yang memiliki kontrol
atau hak atas informasi tersebut.

Pasal-pasal 1, 2, 3, dan 4 (b) dalam TRIPs menetapkan ketentuan yang

terkait dengan rahasia dagang. Sebagai perjanjian internasional, TRIPs

memiliki keterkaitan dengan konvensi dan perjanjian internasional lain

yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara esensial,

TRIPs berperan sebagai kerangka umum yang memastikan bahwa

perjanjian internasional yang berkaitan dengan HKI berlaku. Anggota harus

mematuhi Pasal 1-12 dan Pasal 19 dari Konvensi Paris (Tahun 1976). Tidak

ada ketentuan dalam TRIPs yang memberikan kelonggaran bagi negara

anggota untuk terlepas dari kewajiban yang timbul dari ketentuan-ketentuan

31 tersebut. Bab 7 Pasal 39 TRIPs, ayat (1) hingga (3), mengatur mengenai

informasi rahasia. Pasal 39 secara keseluruhan mengatur hal tersebut.

a.

Terdapat kewajiban bagi anggota Perjanjian Paris tahun 1967 untuk
menjamin perlindungan yang efektif terhadap persaingan yang tidak
adil. Mereka harus melindungi informasi yang tidak diungkapkan,
sebagaimana diatur dalam paragraf 2, serta data yang diberikan kepada
pemerintah atau lembaga pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam

paragraf 3.
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Pihak yang berwenang memiliki hak untuk mencegah informasi yang
secara sah berada dalam kendali mereka agar tidak diungkapkan atau
digunakan oleh pihak lain tanpa izin mereka, selama tindakan tersebut
bertentangan dengan praktik komersial yang jujur, asalkan informasi
tersebut:

1) Rahasia dalam konteks ini mengacu pada informasi yang tidak
umum diketahui atau mudah diakses oleh mereka yang biasanya
terlibat dalam jenis informasi tersebut dalam bentuk yang umum
atau konfigurasi yang tepat dari komponen-komponennya.

2) Memiliki nilai ekonomi karena keberadaannya sebagai informasi
rahasia.

3) Telah dijaga kerahasiaannya melalui tindakan yang wajar di bawah
keadaan tertentu oleh pihak yang sah mengendalikan informasi
tersebut.

Anggota ketika mengharuskan sebagai syarat untuk menyetujui

pemasaran produk farmasi atau produk kimia pertanian yang

menggunakan entitas kimia baru, pengiriman tes yang tidak
diungkapkan atau data lain yang asal-usulnya membutuhkan usaha
yang cukup besar, harus melindungi data tersebut terhadap penggunaan
komersial yang tidak adil. Selain itu, anggota akan melindungi data
tersebut dari pengungkapan, kecuali jika diperlukan untuk melindungi
publik, atau kecuali langkah-langkah diambil untuk memastikan bahwa

data dilindungi dari penggunaan komersial yang tidak adil.
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Sebagai anggota negara Indonesia, ada kewajiban untuk menyediakan
perlindungan yang efektif terhadap informasi yang dijaga kerahasiaannya,
seperti rahasia dagang, guna menjamin perlindungan yang memadai dalam
menghadapi praktik persaingan yang tidak adil sesuai dengan Pasal 10 bis
Konvensi Paris tahun 1967. Pasal 10 bis Konvensi Paris berbunyi:

1) Negara-negara dalam Union harus memastikan perlindungan yang
efektif bagi penduduk mereka terhadap praktik persaingan yang tidak
adil.

2) Tindakan persaingan yang berada di luar praktik yang jujur dalam
bidang industri atau komersial dianggap sebagai bentuk persaingan yang
tidak adil.

3) Ada larangan khusus yang mencakup hal-hal berikut:

a) Segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kebingungan
terkait perusahaan, barang, atau kegiatan industri atau komersial
tertentu, atau dengan pesaingnya.

b) Klaim palsu yang digunakan dalam konteks perdagangan sehingga
merugikan citra perusahaan, barang, atau kegiatan industri atau
komersial dari pesaingnya.

c) Indikasi atau klaim yang digunakan dalam perdagangan yang
bertanggung jawab atas informasi yang menyesatkan publik
mengenai sifat, proses manufaktur, karakteristik, kecocokan untuk

tujuan tertentu, atau jumlah barang.
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Keberlakuan Sebagai hasil dari karakter TRIPs sebagai pedoman dan
hasil, Konvensi Paris mencantumkan Pasal 10 bis. Dengan Keputusan
Presiden No. 15/1997, Republik Indonesia secara resmi dan tanpa syarat
meratifikasi Konvensi Paris. Konvensi global pertama yang melindungi
kekayaan intelektual adalah Konvensi Paris, yang dibuat pada tahun 1883.
hak milik. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak kekayaan industri
diatur dalam perjanjian ini. pertemuan tahunan ini. Konvensi Paris didirikan
dengan tujuan ganda untuk memfasilitasi hubungan perdagangan di antara
negara-negara anggota dan mempromosikan perlindungan hukum kekayaan
intelektual di seluruh dunia. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang 33 mengatur rahasia dagang di Indonesia. Mengamankan
Informasi. Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang menetapkan bidang-
bidang yang dilindungi oleh hukum sebagai rahasia dagang. 1. Bagian 2
berisi:

1) Metode untuk produksi;

2) Metode untuk pemrosesan;

3) Metode untuk penjualan; atau

4) Informasi lain dalam bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui
oleh masyarakat umum tetapi memiliki signifikansi ekonomi tidak ada
persyaratan untuk mendaftar ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual untuk mendapatkan perlindungan atas rahasia dagang. Jika
pengetahuan tersebut bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh

beberapa orang tertentu atau tidak diketahui oleh publik, maka
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pengetahuan tersebut dilindungi oleh Pasal 3 Undang-Undang Rahasia
Dagang.

5) Bernilai ekonomis jika dapat digunakan untuk menjalankan bisnis atau
meningkatkan manfaat ekonomi melalui perlindungan informasi
sensitif.

6) Dengan asumsi pemilik atau pihak lain yang memegang kendali telah
melakukan tindakan pencegahan yang wajar dan perlu, maka informasi
tersebut akan dijaga kerahasiaannya.

Agar data rahasia dagang individu Indonesia dapat dicatat, diperlukan
perjanjian lisensi dengan perusahaan. Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual diberi mandat untuk mendaftarkan lisensi sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 36/2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi
Kekayaan Intelektual. Pencatatan perjanjian lisensi diamanatkan oleh
Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, sehingga PP
ini menjadi sangat penting. PP ini dapat mengatasi hal tersebut. PP ini
dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
115 setelah Presiden Joko Widodo mengundangkan PP ini pada tanggal 26
Juli 2018. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6229 menjelaskan peraturan
pemerintah ini. Pencatatan perjanjian yang berkaitan dengan lisensi
kekayaan intelektual, termasuk rahasia dagang, diatur dalam Pasal 2 PP No.
36/2018.

Hak untuk menggunakan rahasia dagang seseorang dapat dilisensikan

dari pemilik rahasia dagang tersebut kepada pihak lain. Pemilik rahasia
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dagang dan penerima lisensi membuat perjanjian formal mengenai lisensi
tersebut. Menekankan penerbitan lisensi dapat membantu mencegah
persaingan perusahaan yang tidak sehat. Perusahaan dibatasi oleh pemilik
informasi rahasia dagang. Pencatatan perjanjian tersebut diumumkan dalam
pemberitahuan resmi tentang rahasia dagang.

Adapun kebutuhan pencatatan dan pengumuman perjanjian lisensi
tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena pihak ketiga tidak terikat oleh
perjanjian yang tidak terdokumentasi. Perjanjian lisensi adalah salah satu
cara untuk mengalihkan hak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa
kepemilikan rahasia dagang dapat berubah sesuai dengan cara-cara yang
diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang: (a) berdasarkan keturunan, (b) berdasarkan hibah, (c)
berdasarkan wasiat, (d) berdasarkan perjanjian tertulis, atau (e) berdasarkan
sebab-sebab lain yang sah menurut hukum.>?

Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan
dan pelaku lain dalam dunia bisnis untuk melindungi rahasia dagang mereka
secara legal menurut Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual:

1) Perjanjian lisensi rahasia dagang didokumentasikan untuk tujuan
administratif.
2) Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual bertindak sebagai saksi untuk

negara dalam hal-hal yang melibatkan rahasia dagang.

52 Dewi Sulistyaningsih dan Andry Setiawan, Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak
Kekayaan Intelektual, penerbit : BPFH UNNES (Juni; 2020). h., 35
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3) Dirjen KI bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia melalui
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual untuk melakukan
penyidikan terhadap kasus-kasus pidana yang melibatkan rahasia
dagang.

4) Mengenai peraturan dan regulasi, Kebutuhan pendokumentasian rahasia
dagang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.>?

Undang-undang nasional saat ini menggabungkan aturan kekayaan
intelektual (IP) dan persaingan usaha tidak sehat (UC) ke dalam
perlindungan rahasia dagang. Jika target ini tercapai, hal ini akan
meningkatkan investasi dan membuat perusahaan-perusahaan Indonesia
menjadi lebih sehat. UU No. 30 tahun 2000 saat ini sulit untuk diterapkan
dan diimplementasikan, sehingga berbagai inisiatif anti-rahasia dagang
membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Dalam situasi ini, negara melindungi rahasia dagang berdasarkan
hubungan perdata antara pemilik, pemegang, atau pemegang lisensi rahasia
dagang dengan pihak ketiga yang tidak diizinkan untuk menggunakannya
secara komersial atau memberikan informasi yang tidak benar. Aturan unik
yang mengatur hubungan perdata didasarkan pada hal-hal seperti perjanjian,
peraturan dan regulasi, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepantasan hukum
dan sosial pada era tertentu. Oleh karena itu, hukum pidana tidak berlaku

untuk kerahasiaan informasi yang dilindungi oleh Hak Rahasia Dagang

33 Dewi Sulistyaningsih dan Andry Setiawan, Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hak
Kekayaan,... h., 36-37.
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Pasal 17 Bab IX, "Ketentuan Pidana,” UU No. 30 Tahun 2000

mendefinisikan hal-hal berikut ini sebagai tindak pidana rahasia dagang:

“Pelanggar diancam dengan hukuman maksimal 2 tahun penjara

dan/atau denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena

dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak

lain atau melanggar Pasal 13 atau 14.”

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik
aduan. Apabila kita membaca rumusan ketentuan Pasal 17 ayat (1) tersebut,
maka dapat kita ketahui bahwa Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang yang mengatur mengenai tindak pidana Rahasia Dagang
yang diatur dalam pasal tersebut merupakan tindak pidana yang berkaitan
dengan:

1) Penggunaan rahasia dagang yang disengaja dan tidak sah diatur dalam
Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa pemilik
rahasia dagang berhak atas perlindungan tertentu, termasuk di dalamnya
adalah hak untuk menggunakan rahasia dagangnya sendiri dan hak
untuk memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan
rahasia dagangnya.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UU No. 30
Tahun 2000 yang ditafsirkan secara bebas, penerima lisensi rahasia
dagang juga memiliki hak untuk menggunakan, untuk tujuan komersial,
rahasia dagang yang dilisensikan kepadanya oleh pemilik atau
pemegang rahasia. Dengan kata lain, tidak hanya pihak-pihak yang

disebutkan di atas yang termasuk dalam kategori ini, tetapi juga pemilik,

pemegang, dan penerima lisensi rahasia dagang. Tidak ada orang lain
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2)

yang dapat menggunakan atau memanfaatkan Rahasia Dagang kecuali
Anda. Rumusan yang mengandung istilah "dengan sengaja" dan "tanpa
hak" harus diperhatikan secara seksama dalam hal ini sesuai dengan
Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000.

Meskipun mudah untuk membuktikan bahwa seseorang
merumuskan "tanpa hak" sesuai dengan Pasal 4, 6, dan 7 UU No. 30
Tahun 2000, akan tetapi lebih sulit untuk membuktikan bahwa
seseorang merumuskan "dengan sengaja" karena Rahasia Dagang bukan
merupakan informasi yang diketahui oleh umum yang diumumkan
untuk mendapatkan perlindungan negara dan hak kekayaan intelektual
lainnya. Asumsi kerahasiaan rahasia dagang dapat menimbulkan
berbagai konsekuensi, tergantung pada kebiasaan masyarakat. Untuk
membuktikan adanya niat, berbagai cara dapat dilakukan. Meskipun UU
No. 30 tahun 2000 berlaku khusus untuk pelanggaran rahasia dagang,
namun semua hukum, ketertiban umum, kesusilaan, kebiasaan, dan
kepatutan yang ada dalam masyarakat Indonesia secara berkala juga
berperan.

Mengabaikan Ketentuan Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 13 UU
No. 30 Tahun 2000 menyatakan "Pelanggaran Rahasia Dagang juga 37
terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia
Dagang, mengingkari perjanjian atau kewajiban tertulis atau tidak
tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan." Ketentuan

pidana yang berkaitan dengan pengungkapan Rahasia Dagang dan
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pengingkaran kewajiban menjaga Rahasia Dagang diuraikan dalam
Pasal 17 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000, mengikuti ketentuan
sebelumnya, yang berkaitan dengan penggunaan Rahasia Dagang secara
sengaja dan tanpa izin.

3) Pelanggaran terhadap pedoman yang diatur dalam Pasal 14 UU No. 30
Tahun 2000 Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:
"seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila
memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Hal
ini berbeda dengan Pasal 13 yang secara eksplisit menyatakan dengan
sengaja.

2. Penyelesain Sengketa Rahasia Dagang
Pada umumnya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Hak

Kekayaan Intelektual diselesaikan melalui Pengadilan Niaga namun

walaupun Rahasia Dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan

Intelektual, sengketa Rahasia Dagang harus diselesaikan di Pengadilan

Negeri. Alasan utamanya adalah karena pemeriksaan sengketa Rahasia

Dagang harus diselesaikan secara tertutup dikarenakan Rahasia Dagang

bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi dan harus dijaga kerahasiaannya.

Sedangkan pada Pengadilan Niaga tidak mengenal adanya persidangan

secara tertutup, oleh karena itu Undang-undang menentukan penyelesaian

Rahasia Dagang di Pengadilan Negeri.>*

% Yanni Lewis Paat, —Penuntun Membuat Gugatan,| Lex et Societatis 1, no. 3 (2010): 95,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/2447/1984.
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Pasal 11 dan Pasal 12 UUDR mengetur tentang penyelesaian
sengketa terkait Rahasia Dagang. Pada ketentuan tersebut, terdapat 2 cara
menyelesaikan sengketa Rahasia Dagang yakni:

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

Pada Pasal 11 UUDR dikatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja
dan tanpa hak melakukan pelanggaran terkait rahasia dagang maka
pemegang hak Rahasia Dagang atau penerima lisensi dapat menggugat
orang tersebut, gugatan itu terdiri atas:

b. Gugatan ganti rugi pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Nomor 1078 K/Sip/1975 tertanggal 5 Maret 1975 dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 325 K/Sip/1973 tanggal 17
Oktober 1973, gugatan ganti rugi harus dirinci secara jelas sebab jika
tidak dirinci secara jelas maka gugatan tersebut haruslah ditolak

seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima. °°

Tergugat yang
menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus memberi ganti
rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya sebagaimana
dapat diputuskan olehn Pengadilan jika itu terbukti. Akan tetapi,

seringkali sangat sulit menghitung kerugian komersial secara akurat

yang dialami penggugat sebagai akibat penyalahgunaan informasi.*®

55 Carolina Audia Arfi, Noldy Mohede, and Kathellen C Pontoh, —Perlindungan Terhadap
Kepemilikan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia
Dagang,| Lex Privatum 9, no. 6 (2021): 73

56 OK Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2013)
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C.

Penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak

Bila terbukti terjadi pelanggaran Rahasia Dagang hukuman
selain adanya ganti rugi ada sanksi lain yaitu berkaitan dengan usaha
yang terkait dengan cara perolehan Rahasia Dagang yang dengan cara
memanfaatkan tanpa hak maka akan terjadi penghentian usahanya,
contohnya adalah apabila seseorang mengambil Rahasia Dagang dari
perusahaan lain kemudian mendirikan usaha baru sejenis dengan
memanfaatkan Rahasia Dagang yang didapat dari perusahaan lain maka
bisa saja terjadi sanksi yang demikian. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2)
UUDR, jika terjadi pelanggaran rahasia dagang maka gugatan dapat
diajukan seperti yang ke Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi)

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti yang
disebutkan dalam Pasal 12 UUDR, penyelesaian sengketa lainnya
adalah dapat melalui non-pengadilan (non-litigasi). Penyelesian
sengketa tersebut adalah melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa yang mana alernatif penyelesaian sengketa terdiri dari:
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Pasal 1
angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan pengertian bahwa

arbitrase merupakan penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
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pengadilan dimana dilaksankan berdasarkan pada perjanjian arbitrase
yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.’’
Kemudian berikut pengertian dari macam-macam alternatif
penyelesaian sengketa:®

1) Konsultasi adalah tindakan personal yang dilakukan klien dengan pihak
konsultan. Konsultan disini berfungsi untuk memberikan pendapat
kepada klien. Konsultan pada penyelesaian sengketa perannya tidaklah
dominan, konsultan hanya memberikan pendapat hukum yang diminta
oleh kliennya dan untuk selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa
tersebut keputusan akan diambil sendiri oleh klien atau para pihak
bersengketa, walaupuan dibeberapa kesempatan pihak konsultan
diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian
sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa.

2) Negosiasi merupakan penyelesaian masalah melalui diskusi atau
musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang
hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Negosiasi memiliki beberapa
kelemahan. Kelemahan pertama yaitu saat kedudukan para pihak yang
tidak seimbang, pihak yang kuat pada proses negoisasi tentunya akan
mencoba menekan pihak yang lemah. Kelemahan kedua yaitu proses

berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu

57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Indonesia, 1999)
38 Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, —Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan
Arbitrase,| Jurnal [lmu Manajemen Terapan 2, no. 6 (2021): 750
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3)

4)

yang lama. Kelemhan ketiga adalah ketika suatu pihak terlalu keras
dengan pendiriannya.

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan
pihak ketiga yaitu mediator yang bersikap netral dan tidak berpihak.
Mediator tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, mediator
adalah yang membantu pihak-pihak bersengketa untuk mencapai
penyelesaian atau sebuah solusi yang dapat diterima oleh kedua belah
pihak.

Konsiliasi adalah penyelesaian yang dilakukan melalui seorang atau
beberapa orang atau badan komisi konsiliasi yang berfungsi sebagai
penegah atau biasa disebut konsiliator. Proses konsiliasi adalah dengan
mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan perselisithannya secara damai, dan
konsiliator pada pada perselisihan ini akan berperan secara aktif
memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

Dilihat dari penjelasan tentang Penyelesaian sengketa terkait

Rahasia Dagang, menurut Pasal 11 dan Pasal 12 UUDR, menurut ketentuan

tersebut, terdapat dua cara menyelesaikan sengketa Rahasia Dagang yakni

dengan litigasi dan non-litigasi yang mana pada penyelesaian secara non-

litigasi dapat diketahui tentang litigasi yang memiliki celah — celah

penyelesaian non-litigasi. Langkah-langkah dalam penyelesaian secara

litigasi yaitu melalui kepolisian, kejaksaan (dalam perkara pidana pidana),

membuat gugatan, mengajukan gugatan (dalam perkara perdata) dengan
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segala biaya yang tidak ringan, kemudian dalam penyelesaian secara litigasi
terdapat biaya litigasi. Dan untuk penyelesaian non-litigasi dapat
disimpulkan bahwa penyelesaian secara non-litigasi adalah jalan paling
baik, paling cepat, dan paling murah jika dibandingkan dengan penyelesaian

sengketa secara litigasi.
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BAB III
PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG PADA RESEP USAHA

KULINER RESTO SPESIAL NASI BAKAR KALIURANG

A.Perlindungan Hukum Positif Indonesia Dalam Melindungi Resep Rahasia
Dagang Di Resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang

Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum positif Indonesia
dalam melindungi resep Rahasia Dagang pada tesis ini adalah perlindungan
hukum terhadap Hak Rahasia Dagang yang merupakan salah satu bagian dari
Hak Kekayaan Intelektual.

Pengaturan terkait rahasia dagang di Indonesia merupakan implikasi
dari diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya
disingkat “Agreement Establishing the WTO”, yang didalamnya juga mencakup
TRIPs (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan HKI) melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994. Rahasia dagang diatur secara khusus pertama
kali melalui UU 30/2000 dimana sebelumnya diatur secara umum dalam
ketentuan-ketentuan perlindungan hukum terkait segala bentuk praktek
persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, selanjutnya disingkat “KUHPer”, dan Pasal 382 bis Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, selanjutnya disingkat “KUHP”. 13 Pengaturan secara
umum tersebut kemudian menjadi masalah setelah rahasia dagang dikemas

sebagai produk kekayaan intelektual. Hal ini berarti konsep unfair competition
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sebagai hukum yang bersifat umum dipersempit atau difokuskan kepada hukum
yang melindungi adanya praktek curang bermotif komersial. Oleh karena itu
secara umum dapat dikatakan bahwa UU 30/2000 juga melengkapi Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.>’

Rahasia dagang meliputi dua aspek, pertama yaitu aspek teknologi
termasuk di dalamnya antara lain produk model, perangkat lunak komputer,
formula produk berkualitas, dan proses produksi. Kedua ialah aspek tata niaga
meliputi kuat memajukan perusahaan/perdagangan, manajemen perusahaan
prospek produksi, produksi dan pemasarannya, serta komputerisasi data
prospek perusahaan.®® Perlindungan rahasia dagang tidak perlu melalui proses
pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana
tersirat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU 30/2000. Berdasarkan Pasal 3 UU
30/2000.

Lingkup perlindungan rahasia dagang menurut Pasal 2 UU 30/2000
meliputi “metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang
teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh
masyarakat umum. Perlindungan terhadap rahasia dagang memiliki jangka
waktu yang tidak terbatas atau sampai dengan rahasia dagang tersebut tersebut

terbuka atau menjadi milik umum.

59 Syarifa Mahila, “Perlindungan Rahasia Dagang dalam Hubungannya dengan Perjanjian
Kerja”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 17.

60 Sujana Donandi S., Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual
Property Rights Law In Indonesia), (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hlm. 94.
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Apabila diartikan atau dijelaskan kata demi kata maka kata
perlindungan hukum yang terdiri dari dua suku kata yaitu kata perlindungan dan
kata hukum akan melahirkan banyak makna dan penafsiran. Dalam tesis ini
yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah sebuah gambaran dari
bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu
perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan dan
berdasarkan aturan-aturan hukum dan 93 teori-teori hukum, baik yang secara
tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
Sehingga yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang disini
adalah perlindungan hukum terhadap hak Franchisor Primagama atas rahasia
dagang yang dimilikinya sesuai dengan dan berdasarkan aturan-aturan hukum
dan teori-teori hukum. Dari sifatnya, perlindungan hukum dapat
dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Preventif atau pencegahan.

Perlindungan hukum preventif adalah upaya perlindungan hukum
yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum yang tujuannya
mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau perjanjian serta untuk
menjamin terlaksananya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

2. Represif atau pemaksaan.

Perlindungan hukum represeif adalah upaya perlindungan hukum

yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Disebut pemaksaan

karena tujuannya adalah memaksa pihak pelanggar hukum atau pelanggar
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perjanjian untuk menjalankan kewajiban berupa berbuat atau tidak berbuat
sesuatu dalam rangka memenuhi tuntutan atau hak pihak lain yang
mengalami kerugian akibat adanya pelanggaran hukum atau perjanjian.
Kedua cara perlindungan hukum tersebut di atas dapat dilakukan
oleh resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang dalam melindungi Hak Rahasia
Dagang pada resep. Melalui pasal-pasal dalam Perjanjian resto Spesial Nasi
Bakar Kaliurang dapat diketahui bahwa resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang
berusaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau berusaha agar resto
lebih memilih menjalankan kewajibannya. Disamping itu resto juga
berusaha memiliki landasan hukum yang jelas, kuat, pasti dan tidak berbelit-
belit untuk dapat melakukan atau memperoleh perlindungan hukum secara
represif apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Rahasia Dagangnya.
Dalam konsepsi hukum di Indonesia sebenarnya perlindungan
Rahasia Dagang bukan merupakan hal yang baru. Meskipun tidak secara
detail namun upaya perlindungan hukum Rahasia Dagang sudah ada dalam
KUHP. Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang dalam KUHP masuk ke
dalam lingkup kejahatan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 322
ayat 1 KUHP, di mana dinyatakan bahwa “bagi orang yang dengan sengaja
membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau
pekerjaannya, baik itu yang sekarang atau yang dulu, dapat dipidana penjara
paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah”.
Jika pelanggaran Rahasia Dagang tersebut dilakukan seteleh buruh itu tidak

lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu di
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mana ia masih harus menjaga Rahasia Dagang tersebut maka ketentuan
dalam KUHP yang digunakan tidak lagi Pasal 322 ( 1), tetapi menggunakan
pasal 323 ayat ( 1 ). Pasal 323 ayat ( 1 ) menyatakan “bagi orang yang
dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan
dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja,
yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama 9 bulan
atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah”. Dalam Pasal 323 ayat (2)
disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat
mengajukan tuntutan (aduan).

Rahasia Dagang bukanlah berupa benda fisik yang bisa ditarik
kembali oleh pemiliknya pada saat perjanjian beakhir. Rahasia Dagang
berupa informasi yang yang tersimpan dalam ingatan pihak yang pernah
menerimanya sehingga masih akan terbawa walaupun perjanjian telah
berakhir. Potensi atau peluang pelanggaran Rahasia Dagang masih tetap ada
walaupun perjanjian berakhir. Rahasia Dagang akan dengan mudah
dipergunakan oleh pihak yang telah memperolehnya untuk
menyelenggarakan usaha sejenis dengan usaha yang dimiliki oleh pemilik
Rahasia Dagang. Untuk kepentingan perlindungan hukum resto Spesial
Nasi Bakar Kaliurang memiliki ketentuan tentang larangan bagi
karyawannya untuk menggunakan resep dan konsep usaha sejenis dengan
resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang.

Eksistensi rahasia dagang secara utuh di Indonesia tidak dapat

dilepaskan dari keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian
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internasional khususnya TRIPs. Adanya pengaturan rahasia dagang dalam
TRIPs menunjukkan bahwa telah ada kesepakatan, minimal bagi anggota
peserta WTO, Perlindungan rahasia dagang dalam suatu negara akan
mendorong masuknya investasi, inovasi industri dan kemajuan teknologi.
Para investor merasa aman dan dihargai karena ada perlindungan atas
rahasia dagangnya dan akan berpengaruh langsung pada keseluruhan
perekonomian negara. Rahasia dagang merupakan bagian HKI, sehingga
hal ini diatur dalam Persetujuan TRIPs/WTO. Persetujuan TRIPs/WTO
menggunakan istilah Undiscloused Information untuk menunjukan
informasi yang harus dirahasiakan. Pengaturannya dapat dijumpai dalam
section 7 Protection of Undiscloused Information Pasal 39 Persetujuan
TRIPs. Pasal tersebut bermaksud memberikan perlindungan yang efektif
terhadap persaingan curang sebagaimana diatur dalam pasal 10 bis Paris
Convention. Untuk itu, Negara-negara anggota WTO wajib memberikan
perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan dan data yang
diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah.

Berkaitan dengan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs Indonesia
harus memenuhi kewajiban yang tertera dalam perjanjian WTO dan TRIPS
yang mengharuskan setiap peserta dalam WTO, juga menaati dan menerima
dalam undang-undang tersendiri di bidang HKI atau aturan lainnya secara
nasional segala ketentuan yang termaktub dalam perjanjian TRIPS termasuk
di dalamnya Rahasia Dagang yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan

Intelektual.
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Pengaturan mengenai Rahasia Dagang di Indonesia selain diatur
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
juga terdapat pada Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan
informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia
perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
tidak sehat.

Selain berdasarkan aturan hukum, beberapa teori hukum juga
menjadi dasar adanya perlindungan hukum rahasia dagang di resto Spesial
Nasi Bakar Kaliurang. Teori-teori hukum tersebut adalah sebagai berikut:
1. Teori Hak Milik

Teori hak milik merupakan salah satu teori mengenai
perlindungan rahasia dagang karena rahasia dagang merupakan salah
satu asset. Sebagai hak milik rahasia dagang bersifat eksklusif dan dapat
dipertahankan terhadap siapapun yang berupaya menyalahgunakan atau
memanfaatkan tanpa hak. Pemilik memiliki hak untuk memanfaatkan
seluas-luasnya selama tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.
Prinsip Hak milik ini juga dikenal dalam BW dalam pasal 570
menyatakan bahwa : “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan
suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap
kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan

dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh
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suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu
hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi
kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum
berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran
ganti rugi”.

Sesuai dengan pernyataan Albdulkadir Muhammad bahwa hak
milik mempunyai ciri sebagai hak utama, induk dari semua kebendaan.
Dikatakan sebagai hak utama karena hak milik paling dulu terjadi jika
dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya. Tanpa ada hak milik lebih
dulu, tidak mungkin ada hak kebendaan atas suatu barang. Hak
kebendaan seperti hak pakai, hak guna bangunan melekat pada hak milik.
Penggunaan hak milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain
terbatas karena melekat pada hak milik oranglain. Ciri kedua dari hak
milik adalah hak milik merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak
terpecah-pecah. Ciri terakhir adalah hak milik bersifat tetap, tidak dapat
dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani kemudian,
misalnya hak milik terhadap hak pakai, hak pungut hasil, hak mendiami,
namun sebaliknya hak kebendaan yang membebani hak milik dapat
lenyap apabila hak milik berpindah tangan, misalnya karena dijual,
kadaluarsa atau pewarisan.®!

Rahasia dagang yang diperoleh dari hasil kerja otak ini adalah

hak milik yang juga merupakan hak asasi, yaitu hak yang ada pada setiap

61 Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri di Indonesia, cetakan pertama,
Jakarta, Gramedia, 2004, him. 39
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orang untuk dapat hidup secara wajar sebagai individu yang sekaligus
juga anggota masyarakat, selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai
pribadi yang terhormat. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh
siapapun dengan alasan apapun selama orang tersebut tidak
menyalahgunakan haknya atau berbuat sesuatu yang membahayakan
atau merugikan orang lain. Hal ini nampak pada rahasia dagang yang
tidak memerlukan pendaftaran untuk diakui haknya oleh negara, tetapi
negara telah otomatis memberikan hak kepadanya. Kondisi inilah yang
membedakan rahasia dagang dengan bidang HKI lainnya kecuali hak
cipta. Demikian pula dalam hal pembatasan perlidungan atas penggunaan
hak tersebut, undang-undang memberikan masa berlakunya seumur
hidup sepanjang pemegang hak dapat menjaga kerahasiaan dari haknya.
Perlindungan rahasia dagang ini dimaksudkan untuk memberikan
kepastian hukum bagi pemegangnya.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang, pemilik
Rahasia Dagang resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang berhak untuk
menggunakan sendiri rahasia serta berhak mengizinkan pihak lain
menggunakan rahasia dagangnya berdasarkan perjanjian yang telah
disepakati. Disamping itu resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang sebagai
pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain menggunakan
atau mengungkapkan rahasia dagangnya kepada pihak lain untuk tujuan

komersial.
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2. Teori Kontrak
Teori Kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan
dalam proses pengadilan mengenai rahasia dagang. Dalam sistem hukum
Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut
bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber
perikatan (pasal 1233 BW). Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.
Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak
dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut
merupakan wanprestasi.
3. Teori Perbuatan Melawan Hukum
Perlindungan rahasia dagang juga terkait dengan Teori Perbuatan
Melawan Hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh berbagai negara
untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor lain.
Sebagaimana yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 yang diikuti oleh
yurisprudensi di Indonesia telah memperluas pengertian “perbuatan
melawan hukum” (onrechtmatige daad) sebagai berikut :** «.... Suatu
perbuatan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain atau
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan

kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu

62 Cita Citrawanda Priapantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi :
Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi, Cetakan Pertama, ( Jakarta : Chandra
Utama,1999 ), him.126.
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diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan

lahiriah maupun milik orang lain....”

Seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum
dalam hal Rahasia Dagang yaitu ketika secara tanpa hak memanfaatkan
informasi rahasia dagang dengan cara :

a. Memperoleh dengan tata cara yang tidak lazim

b. Pengungkapannya atau penggunaannya mengakibatkan dilanggarnya
kerahasiaan yang diperoleh dari orang lain yang mengungkapkan
rahasia itu kepadanya, atau,

c. Mempelajari rahasia dagang tersebut dari orang ketiga yang
memperoleh informasi tersebut secara tidak patut atau pengungkapan
pihak ketiga ini merupakan pelanggaran juga.

d. Mempelajari  rahasia  dagang  tersebut dan  kemudian
mengungkapkannya dengan menyatakan bahwa hal tersebut
merupakan  pembukaan rahasia dagang dengan sengaja
perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai perlindungan
assetaset intelektual atau HAKI, termasuk rahasia dagang di Barat
dilandasi beberapa teori, yang dikenal sebagai teori “reward”, teori
“recovery” dan teori “incentive”, dan teori “risk”.%

Teori “reward” menyatakan, sebenarnya bahwa pencipta atau
penemu yang menghasilkan penemuan yang harus dilindungi harus

diberi penghargaan atas jerih payahnya menghasilkan penemuan.

6 Ahmad M. Ramli, H.A K.I : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, ( Bandung :
Mandar Maju, 2000), him. 1-2.
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Terkandung pengertian dari masyarakat mengenai penghargaan atas jerih
payah seseorang, atau suatu pengakuan atas keberhasilan yang dicapai.
Reward theory mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang
kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan
merangsang individu-individu lain untuk berkreasi.**

Teori “recovery” menyatakan bahwa penemu atau pencipta
setelah mengeluarkan jerih payah dan waktu serta biaya, harus
memperoleh kesempatan untuk memperoleh kembali sesuatu dari apa
yang telah dikeluarkannya.

Teori “incentive” menyatakan bahwa dalam rangka menarik
upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas
penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya
suatu “intensif” yang dapat memacu agar kegiatan-kegiatan penelitian
yang dapat dimaksudkan dapat terjadi.

Teori “risk” yang mengakui bahwa kekayaan intelektual adalah
hasil karya yang mengandung resiko. Kekayaan Intelektual yang
merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang
memungkinkan orang lain telah lebih dahulu menemukan cara tersebut
ataupun memperbaikinya, dan dengan demikian wajar untuk
memberikan perlindungan terhadap wupaya atau kegiatan yang

mengandung risiko tersebut.

% Tim Lindsay, et.al, Hak Kekayaan Intelektual:Suatu Pengantar, cetakan pertama,
(Bandung: PT Alumni, 2002), him. 15.
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Rahasia Dagang pada resep sendiri merupakan hasil dari
pemikiran, penelitian, uji coba dan perjuangan panjang kemudian dijaga
dan dikembangkan yang semuanya itu memerlukan waktu, dan juga
biaya. Oleh karena itu wajar apabila pemilik Rahasia Dagang pada resep
yang telah ditemukan kemudian menikmati keuntungan dari
pemanfaatan Rahasia dagang pada resep tersebut.

Terdapat teori lain mengenai peranan perlindungan hak milik
intelektual di negara-negara berkembang, disebut dengan istilah teori
“public benefit” atau “economic growth stimulus”, atau “social rate of
return” atau bahkan teori “more things will happen”. Inti teori ini
mengakui bahwa perlindungan atas hak kekayaan intelektual adalah
suatu alat dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah
keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas sistem
perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang efektif. Teori tersebut
relevan untuk dijadikan dasar adanya perlindungan hukum atas Rahasia
Dagang pada resep karena akan memberikan semangat dalam
pengembangan ekonomi melalui pembangunan, pengembangan dan
penemuan-penemuan di bidang usaha kuliner.

Apabila dianalisis dengan menggunakan pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang syarat sahnya
suatu perjanjian antara pemilik rahasia dagang dengan karywan resto

Spesial Nasi Bakar Kaliurang diperlukan empat syarat:
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1.

Syarat pertama ysng berupa kesepakatan para pihak, dimana para
pihak (pemilik resto dan karyawan) harus saling setuju terhadap isi
perjanjian. Karyawan menyetujui untuk menjaga kerahasiaan resep
rahasia dagang milik restoran, dan pemilik usaha juga menyetujui
kewajiban yang diberikan kepada karyawan. Kesepakatan ini harus
dibuat tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Syarat kedua yang berupa kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
artinya para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki
kapasitas hukum untuk membuat perjanjian yang sah. Pemilik usaha
dan karyawan harus cukup umur dan tidak sedang berada dalam
keadaan yang dapat membatalkan kecakapan hukum, seperti dalam
keadaan sakit jiwa atau dibawah pengaruh obat-obatan atau alkohol.
Syarat ketiga yang berupa suatu hal tertentu, artinya objek perjanjian
harus jelas dan pasti. Dalam perjanjian rahasia dagang, objeknya
adalah kewajiban karyawan untuk menjaga kerahasiaan resep atau
informasi penting lainnya yang dianggap sebagai rahasia dagang. Hal
ini harus dijelaskan secara rinci dalam perjanjian, misalnya jenis
informasi yang harus dijaga kerahasiaannya dan batasan-batasan
yang ada.

Syarat yang keempat suatu sebab yang halal, artinya perjanjian harus
didasarkan pada tujuan yang sah dan tidak melanggar hukum atau
norma yang berlaku. Dalam hal ini, perjanjian kerahasiaan harus

dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan bisnis yang sah,
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yaitu melindungi resep atau informasi dagang yang berharga bagi
pemilik usaha.

Jika keempat syarat ini dipenuhi, maka perjanjian antara pemilik
usaha dan karyawan mengenai Rahasia Dagang akan sah menurut hukum
dan mengikat para pihak yang terlibat. Pelanggaran terhadap perjanjian
ini dapat mengarah pada sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam perjanjian atau hukum yang berlaku.%

Dalam perjanjian Rahasia Dagang antara pemilik usaha dan
karyawan, terdapat beberapa hal yang minimal harus termuat atau
dituangkan untuk memastikan perjanjian tersebut sah dan mengikat
secara hukum. Tujuan utama dari perjanjian rahasia dagang ini adalah
untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai
ekonomi bagi pemilik usaha, seperti resep, data pelanggan, strategi
bisnis, dan sebagainya. Berikut adalah hal-hal yang minimal harus
termuat dalam perjanjian rahasia dagang antara pemilik usaha dan
karyawan beserta pasal-pasal yang relevan dari Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (kuhperdata) yang mengatur tentang syarat sahnya
perjanjian:

1. Identitas Para Pihak
Perjanjian harus mencantumkan identitas lengkap para pihak
yang terlibat, yaitu pemilik usaha dan karyawan yang

menandatangani perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata

65 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320, Penerbit Pradnya
Paramita, Jakarta, 2019.
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mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak yang
mengikatkan diri dalam perjanjian. Dalam hal ini, identitas para
pihak perlu dicantumkan dengan jelas agar tidak ada keraguan
mengenai siapa yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

. Definisi Rahasia Dagang,

Perjanjian harus mencantumkan definisi yang jelas mengenai
apa yang dimaksud dengan rahasia dagang dalam konteks bisnis yang
dimiliki oleh pemilik usaha. Ini bisa mencakup resep, formula, data
pelanggan, informasi keuangan, strategi pemasaran, dan lain-lain.
Seperti dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa
Rahasia Dagang adalah informasi yang memiliki nilai ekonomi dan
tidak diketahui umum, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.
. Kewajiban Karyawan Untuk Menjaga Kerahasiaan

Di dalam perjanjian rahasia dagang, karyawan berkewajiban
untuk menjaga kerahasiaan informasi yang telah diungkapkan kepada
mereka selama bekerja, bahkan setelah hubungan kerja berakhir.
Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu
perjanjian harus mencakup kewajiban dari pihak yang satu
(karyawan) kepada pihak yang lainnya (pemilik usaha). Kewajiban
ini  harus jelas tertulis dalam perjanjian agar dapat

dipertanggungjawabkan di kemudian hari.
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a) Durasi Kewajiban Menjaga Kerahasiaan,

Perjanjian harus menyebutkan durasi kewajiban
karyawan untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang. Durasi ini
bisa berlaku selama hubungan kerja dan mungkin juga setelah
hubungan kerja berakhir, tergantung pada kesepakatan. Dalam
hal ini sesuai dengan isi Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan
bahwa batasan waktu dan syarat-syarat dalam perjanjian harus
diatur dengan jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian
hukum.

b) Sanksi Atas Pelanggaran

Perjanjian harus mencantumkan sanksi atau akibat hukum
yang akan dikenakan jika karyawan melanggar kewajibannya
untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang. Sanksi ini bisa berupa
ganti rugi, pemutusan hubungan kerja, atau sanksi hukum
lainnya. Sesuai dengan isi dari Pasal 1365 KUHPerdata mengatur
bahwa setiap perbuatan yang merugikan pihak lain dapat
menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Jika
karyawan melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan, mereka
dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul akibat
pelanggaran tersebut.

1. Penyelesaian Sengketa
Dalam perjanjian harus dicantumkan mekanisme penyelesaian

sengketa apabila terjadi perselisihan antara pemilik usaha dan
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karyawan mengenai pelaksanaan perjanjian. Hal ini bisa mencakup
penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, atau bahkan peradilan jika
diperlukan. Hal ini tertuang dalam pasal 1338 kuhperdata mengatur
bahwa perjanjian yang sah tidak hanya mengikat para pihak yang
membuatnya, tetapi juga menyebutkan bahwa para pihak dapat
menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa jika ada perselisihan.

2. Penegasan tentang Hak Kekayaan Intelektual
Perjanjian harus menjelaskan bahwa rahasia dagang adalah
hak milik eksklusif pemilik usaha, dan karyawan tidak berhak atas hak
kekayaan intelektual yang terkait dengan informasi tersebut, kecuali
disepakati. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2 mengatur
tentang perlindungan terhadap hak milik atas rahasia dagang yang

hanya dapat dimiliki oleh pemiliknya.®

Karena Perlindungan Rahasia Dagang dinilai berpotensi
menimbulkan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat serta
memperjanjikan Hak Kekayaan Intelektual maka analisis tentang
keabsahan perlindungan rahasia dagang juga harus menggunakan
Peraturan KPPU tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat . Adapun klausul-klausul yang dalam Peraturan KPPU tersebut
ditengarai berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan

usaha tidak sehat dalam perlindungan rahasia dagang adalah:

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang,
Pusat Kajian Hukum, Jakarta, 2000.
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1. Klausul yang Mengatur Pemanfaatan Rahasia Dagang Secara
Eksklusif

Dalam beberapa peraturan, terdapat klausul yang
memungkinkan satu pelaku usaha untuk mengontrol atau mengakses
informasi rahasia dagang yang sangat penting bagi kelangsungan
usaha di pasar. Pemanfaatan informasi ini secara eksklusif bisa
mengarah pada penguasaan pasar oleh satu perusahaan, yang dapat
menimbulkan monopoli.®’

Sebagai contoh, jika suatu perusahaan memaksa pihak lain
untuk menyerahkan informasi rahasia dagang sebagai bagian dari
perjanjian atau kesepakatan yang tidak seimbang, maka praktik ini
dapat menghambat persaingan dengan mengurangi kemampuan
pelaku usaha lain untuk bersaing secara adil.

2. Klausul Pembatasan Akses Informasi dan Teknologi

Terdapat klausul dalam peraturan yang memungkinkan
pengusaha untuk membatasi akses pihak lain terhadap teknologi atau
informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang. Ketika suatu
perusahaan memiliki hak eksklusif atas informasi atau teknologi yang
dapat memberikan keunggulan kompetitif, mereka dapat menahan

atau membatasi akses informasi tersebut kepada pesaing di pasar.%®

67 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Perjanjian yang
Berpotensi Mengurangi Persaingan Usaha

68 Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 tentang Penilaian Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Seha
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Hal ini dapat menciptakan hambatan baru bagi pelaku usaha
baru atau usaha kecil untuk memasuki pasar, yang pada akhirnya
memperburuk kondisi persaingan. Praktik semacam ini bisa
memperkuat posisi dominan satu pihak dan mengarah pada monopoli
atau penghambatan inovasi.

3. Klausul Non-Kompetisi yang Menghambat Persaingan

Salah satu klausul dalam peraturan KPPU yang sering
ditemui dalam perjanjian kerja atau perjanjian kerjasama adalah
klausul non-kompetisi, yang melarang karyawan atau pihak lain
untuk terlibat dalam usaha yang sama dengan perusahaan selama
periode tertentu setelah berhenti bekerja.®’

Ketika klausul non-kompetisi ini diterapkan terlalu ketat
atau secara berlebihan, karyawan atau pihak lain yang memiliki
informasi rahasia dagang tidak dapat lagi berkompetisi atau
membuka usaha di sektor yang sama. Ini dapat menciptakan kondisi
monopoli dengan membatasi kemampuan para pesaing untuk
mengakses informasi yang sah atau memasuki pasar yang terbuka.

4. Klausul yang Menyebabkan Ketergantungan pada Pihak Tertentu

Klausul yang menyebabkan perusahaan atau pelaku usaha
untuk tergantung pada satu penyedia atau pihak tertentu dalam hal
teknologi, informasi, atau rahasia dagang bisa mengarah pada praktik

monopoli. Jika hanya satu perusahaan yang menguasai informasi

6 Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2019 tentang Pembatasan Perjanjian yang Menghambat
Persaingan Usaha
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rahasia dagang yang vital, mereka bisa memanfaatkan posisi
dominannya untuk mengendalikan harga dan menetapkan ketentuan
yang tidak menguntungkan bagi pesaing.”®

Ketergantungan ini bisa mengurangi ruang bagi pesaing lain
untuk berkembang dan berinovasi, serta dapat merugikan konsumen
karena terbatasnya pilihan dan kemungkinan inovasi yang lebih
rendah.

5. Klausul yang Membatasi Penggunaan Informasi oleh Pesaing

Beberapa klausul dalam peraturan dapat membatasi
penggunaan informasi rahasia dagang oleh pesaing secara tidak adil,
baik dalam konteks industri atau pasar tertentu. Ketika informasi atau
teknologi yang dianggap rahasia terlalu dibatasi penggunaannya,
maka hanya satu pihak yang memiliki akses ke pasar atau informasi
tersebut. Hal ini dapat mengarah pada practices anti-kompetitif yang
menghalangi para pesaing untuk berinovasi dan bersaing secara adil
di pasar. !

Perlunya pasal-pasal perlindungan hukum terhadap Rahasia
Dagang pada resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang karena sudah menjadi
hal yang umum dalam dunia usaha selalu saja ada pihak-pihak yang
berusaha untuk mendapatkan Rahasia Dagang dari usaha-usaha yang

sukses. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mendapatkan Rahasia

70 Peraturan KPPU No. 6 Tahun 2019 tentang Penanganan Praktik Monopoli
7! Peraturan KPPU No. 7 Tahun 2019 tentang Praktik yang Menghambat Persaingan Usaha
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Dagang secara tidak sah atau melanggar hukum tanpa seijin pemilik,

antara lain dengan cara sebagai berikut:

1.

Menjadi karyawan. Setelah mendapatkan rumus-rumus, resep-resep
atau informasi yang merupakan Rahasia Dagang selama menjadi
karyawan kemudian menyampaikannya ke pihak lain atau
dipergunakan sendiri. Bahkan ada pelaku usaha yang secara sengaja
memasukkan karyawan ke sebuah usaha yang menjadi
kompetitornya dengan tujuan utama hanya untuk mendapatkan
Rahasia Dagang.

Berusaha memperoleh dokumen-dokumen yang apabila dirangkai
dan dicermati akan mampu memberikan gambaran tentang Rahasia
Dagang suatu perusahaan.

Karena sifat Rahasia Dagang yang apabila sudah diungkapkan

tidak dapat ditutup, ditarik atau dirahasiakan kembali maka perlindungan

hukum Rahasia Dagang pada resep secara preventif dalam perlindungan

hukum rahsia dagang pada resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang sangat

mengandalkan itikad baik karyawan dan/atau relasi yang telah atau akan

mendapatkan kepercayaan untuk memegang rahasia dagang pada resep

di resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang . Pasal-pasal dalam Perjanjian pada

resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang tentang perlindungan rahasia dagang

pada resep hanya bersifat sebagai penegasan bahwa itikad baik para

pihak sangat diharapkan, diutamakan dan dijunjung tinggi di resto

Spesial Nasi Bakar Kaliurang.
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Upaya perlindungan hukum Rahasia Dagang secara represif
melalui tuntutan hukum sesuai Undang-Undang Rahasia Dagang secara
teoritis memang mudah dilakukan namun dalam prakteknya akan
menguras banyak biaya, tenaga, pikiran dan waktu yang tidak sedikit
sehingga tidak menjadi pilihan yang menarik untuk dilakukan.
Disamping itu apapun hasil upaya represif tidak akan mampu
mengembalikan Rahasia Dagang yang sudah terlanjur terbongkar tanpa
ada pihak yang mampu membatasi.

Pasal 2 ayat (1) Perjanjian di resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang
dengan karyawan menyebutkan bahwa “karyawan wajib menyimpan dan
memelihara dokumen resep resto yang terdiri dari dokumen keuangan
dan dokumen lain terkait resep resto dengan benar dan tepat di ruangan
tempat usaha. ayat ( 2 ) menyebutkan bahwa dokumen keuangan
sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi catatan, bukti pembukuan, data
pendukung administrasi keuangan, atau data mengenai manajemen
akunting, termasuk namun tidak terbatas pada voucher-voucher atau
invoice pendukung serta catatan-catatan pengiriman yang wajib
disimpan di tempat yang telah ditetapkan oleh resto dan tidak
diperkenankan untuk menggunakan data-data tersebut untuk waktu tidak
yang tidak terbatas kecuali ada izin dari pemilik resep untuk dapat
digunakan baik itu oleh karyawan ataupun pihak lain. sedangkan ayat (3)
menyebutkan bahwa dokumen lain sebagaimana dimaksud ayat (1)

meliputi data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai
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nilai guna bagi resto termasuk namun tidak terbatas pada modul, buku,
lembar tugas, catatan evaluasi siswa dan dokumen lain yang wajib
disimpan di tempat yang telah ditetapkan untuk waktu tidak tidak
terbatas. Pasal ini merupakan upaya pengamanan lebih jauh terhadap
kemungkinan terungkapnya kerahasiaan melalui dokumen-dokumen
yang apabila dirangkai dapat memberikan gambaran tentang Rahasia
Dagang pada resep usaha kuliner resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang.

Pasal 3 ayat (1) Perjanjian resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang
menyebutkan bahwa “Apabila ada karywan yang diketahui oleh resto
tetap memakai resep usaha, maka resto dapat menuntut karyawan
tersebut sesuai hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Pasal 382 bis
KUHP:

"Barang siapa dengan sengaja memperoleh rahasia dagang

orang lain dengan cara yang tidak sah, dengan maksud untuk

memperkaya diri sendiri atau orang lain, diancam dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling
banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal ini merupakan penegasan bahwa resto Spesial Nasi Bakar
Kaliurang berhak melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia
Dagang pada resep tanpa izin pemilik resep.

Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Perjanjian di resto Spesial Nasi Bakar
Kaliurang menyebutkan bahwa ““apabila ada karyawan ataupun mantan
yang terbukti menjalankan usaha dengan resep dan konsep yang sejenis

dengan resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang maka karyawan ataupun

mantan karyawan tersebut diwajibkan membayar denda dan atau
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B.

ganti rugi kepada resto sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah)”.
Pasal ini untuk mengantisipasi kemungkinan adanya karyawan ataupun
mantan karywan yang akan menggunakan resep dan konsep Rahasia

Dagang tanpa seizin pemilik resep.

Upaya Hukum Yang Dapat Di Tempuh Oleh Pemilik Resto Spesial Nasi
Bakar Kaliurang Ketika Resep Rahasia Dagang Restonya Digunakan
Tanpa Izin Terlebih Dahulu

Pembocoran Rahasia Dagang akan membawa kerugian terhadap
pemilik dari Rahasia Dagang khususnya pemilik Rahasia Dagang di resto
Spesial Nasi Bakar Kaliurang, maka yang diperkenankan membuat 1 (satu)
tuntutan dalam hukum berdasarkan perbuatan melanggar hukum apa yang
dinamakan “breach of trust” dapat dijadikan dasar untuk tuntutan, baik secara
perdata maupun pidana. Demikianpula perbuatan suatu pegawai/mantan
karyawan yang secara tidak sah membuka Rahasia Dagang yang telah
dipercayakan kepadanya oleh pihak majikan kepada suatu pesaing ataupun
kepada siapapun termasuk dirinya sendiri yang dilarang meniru konsep yang
sama dan dengan demikian menyebabkan kerugian, dapat dituntut sesuai
dengan ketentuan Pasal 323 KUHP dan juga di bawah Pasal 1365 BW Indonesia
Perlindungan secara Pidana merupakan suatu tindakan atas tuntutan pihak yang

dirugikan.”

2 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Pemeriksaan

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.

119.
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Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja
mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari
kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang
bersangkutan (Pasal 13 UURD). Seseorang dianggap melanggar Rahasia
Dagang pihak lain apabila dia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang
dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku
(Pasal 9 UURD).”

Pemilik Rahasia Dagang berhak melarang pihak lain menggunakan
Rahasia Dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pemilik
Rahasia Dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan perbuatan pemberian lisensi kepada pihak lain, atau
mengungkapkan Rahasia Dagangnya kepada pihak ketiga, dalam bentuk
tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang
tersebut.

Dengan adanya UURD sekarang, perlindungan hukum terhadap
pemegang hak Rahasia Dagang semakin kuat.”* Secara perdata dengan
ditegaskannya hak menggugat kepada pihak-pihak yang melanggar hak rahasia
dagang, perlindungan hukum perdata semakin mendapat kepastian hukum.
Dalam hal apa yang dapat dituntut dalam gugatan perdata, dan dengan alasan

apa serta diajukan ke mana gugatan tersebut telah diatur sedemikian rupa. Tentu

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
4 Budi Agus Riswandi, Hak Kekayaan Intelektual dan Kajian Teoritis Praktis (Y ogyakarta: Graha
Ilmu, 2014), hal. 102.
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saja gugatan perdata karena pelanggaran hukum UURD bisa didasarkan pula
pada Pasal 1365 BW sebagai ketentuan dasar umumnya.’

Kasus yang terjadi di resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang ini adalah
mantan karyawan resto telah melakukan hal-hal yang diluar kesepakatan seperti
halnya memakai suatu konsep dan resep yang sama ke resto baru tempat dia
bekerja. Pelanggaran Rahasia Dagang itu sendiri dianggap terjadi apabila
seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari
kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk
menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Jadi, seseorang dianggap
melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai
Rahasia Dagang tersebut dengan cara bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Apa yang merupakan peraturan perundang-
undangan yang berlaku bahwa ia tidak diperbolehkan untuk tanpa suatu dasar
hukum memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang.

Dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktek
umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau dituangkan ke dalam
ketentuan perusahaan sendiri. Jadi, dalam suatu praktek apabila dilakukan suatu
perjanjian khusus dengan pegawai atau perjanjian dengan pihak lain, jika
memberikan kepercayaan untuk memberitahukan rahasia ini. Maka ada suatu
klausul tertentu yang melarang membocorkan apa yang dianggap rahasia itu
kepada pihak lain. Juga, dalam hal bilamana telah berhenti dari perusahaan,

maka untuk beberapa tahun dipandang tidak boleh membuka perusahaan sejenis

75 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1365.
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yang lain atau mengusahakan sendiri perusahaan yang sama seperti dari pihak
majikannya.

Meskipun tidak ada peraturan khusus sebelumnya dalam suatu
perjanjian, dalam rangka perlindungan Rahasia Dagang biasanya dibuat secara
tertulis. Namun, apabila tidak ada perjanjian, maka tindakan sesuai dengan
ketentuan dari BW mengenai kontrak kerja, pekerja berkewajiban untuk tidak
membocorkan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga yang tidak berwenang.
Dengan demikian, walaupun tidak ada perjanjian atau peraturan perusahaan,
seorang karyawan seharusnya tidak melakukan pembocoran Rahasia Dagang
milik majikannya. Karena ini adalah suatu hal yang sepatutnya menurut
kebiasaan.”®

Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah dilakukan sesuai UU
Rahasia Dagang, maka jika terjadi penggunaan atau pengungkapan informasi
rahasia tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial, dapat diduga
telah terjadi pelanggaran rahasia dagang. Pemegang Hak Rahasia Dagang atau
penerima Lisensi dapat mengambil tindakan hukum pula secara perdata sesuai
dengan Pasal 11 UURD, terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan cara mengungkapkan rahasia
dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau

tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan secara sengaja.

Pelanggaran juga dianggap terjadi pada saat seseorang memperoleh atau

76 Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun
2000, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 63.
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menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.”’

Mantan pegawai tersebut menggunakan resep dari resto Spesial Nasi
Bakar Kaliurang tempat ia bekerja dahulu tanpa izin dari pemilik resep, dan
menggunakan resep tersebut di resto tempat ia bekarja yang baru dimana menu
dan konsep tersebut akan dijadikan menjadi menu utama di tempat ia bekerja
saat ini. Mantan karyawan tersebut menggunakan resep nasi bakar. Apa yang
dilakukan oleh mantan karyawan tersebut mengakibatkan kerugian yang
dialami oleh pemilik resep tersebut. Resep nasi bakar tersebut adalah murni
resep milik sipemilik resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang tempat mantan
karyawan tersebut bekerja, yang dimana resep tersebut digunakan tanpa
sepengetahuan dan tanpa seizin pemilik resep dan mengambil keuntungan dari
resep tersebut.

Saat ini resep yang menjadi menu paling banyak diminati konsumen di
resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang telah bocor, Adapun suatu rahasia dagang
dapat dikatakan rahasia dan mendapat perlindungan hukum apabila
informasinya yang dirahasiakan, memiliki nilai komersial dan ada upaya
pemiliknya untuk menjaga rahasia dagang tersebut. Namun dikarenakan rahasia
dagangpada resep dan konsep tersebut telah bocor maka rahasia dagang tersebut

hilang. Berarti mengakibatkan hak eksklusif dari resep dan konsep tersebut

"7 Moses Grafi, Tesis “Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Perdata dan
Aspek Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang,”
terdapat dalam
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sudah tidak ada dan resep tersebut dapat digunakan oleh pihak lain, karena
unsur kerahasiaannya sudah hilang.

Untuk mencegah atau meminimalkan kemungkinan terjadinya
pelanggaran terhadap Rahasia Dagang. Sebenarnya resto Spesial Nasi Bakar
Kaliurang telah melakukan upaya perlindungan hukum secara preventif dengan
menetapkan pasal-pasal dalam Perjanjian yang secara langsung maupun tidak
langsung mengikat karyawan dan mantan untuk tidak melakukan pelanggaran
Rahasia Dagang pada resep disertai sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Pemilik Rahasia Dagang berhak melarang pihak lain menggunakan
Rahasia Dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pemilik
Rahasia Dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak
melakukan perbuatan pemberian lisensi kepada pihak lain, atau
mengungkapkan Rahasia Dagangnya kepada pihak ketiga, dalam bentuk
tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang
tersebut.

Apabila pelanggaran terhadap Rahasia Dagang pada resep di resto
Spesial Nasi Bakar Kaliurang telah terjadi maka resto dapat melakukan upaya
perlindungan hukum secara represif maka resto dapat menuntut karyawan
tersebut sesuai hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Pasal 382 bis KUHP
yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja memperoleh rahasia dagang
orang lain dengan cara yang tidak sah, dengan maksud untuk memperkaya diri
sendiri atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun atau denda paling banyak Rp 600.000.000” ”(enam ratus juta rupiah).
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Dalam hal Perjanjian dengan karyawan ataupun mantan karyawan
ternyata mantan karyawan tetap memakai resep Rahasia Dagang dan konsep
yang dimiliki oleh resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang tanpa izin ataupun
sepengetahun pemilik resep maka resto dapat melakukan tuntutan hukum
secara perdata berupa pembayaran denda sebesar Rp. 10.000.000 berdasarkan
janji yang temuat dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian Rahasia Dagang resto
Spesial Nasi Bakar Kaliurang yang berbunyi “Apabila diketahui karyawan dan
mantan karyawan tetap memakai resep dan konsep dagang di luar resto Spesial
Nasi Bakar Kaliurang maka wajib untuk segera membayar denda ganti rugi
kepada pemilik sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Dalam hal Mantan karyawan resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang
melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Perjanjian
Rahasia Dagang resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang maka resto/ pemilik resep
juga dapat melakukan tuntutan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri sesuai
dengan isi Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang.

Terdapat dua jalur utama upaya hukum yang dapat ditempuh oleh
pemilik usaha resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang, yaitu:

1. Upaya hukum perdata
Pemilik usaha dapat mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan
Niaga atas dasar perbuatan melawan hukum. Gugatan ini bertujuan untuk
meminta ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil, menghentikan

tindakan penggunaan rahasia dagang oleh pihak yang melanggar, dan
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meminta pengadilan untuk menyita atau menghentikan produksi barang
yang menggunakan informasi rahasia tersebut.
Landasan hukumnya terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang

menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”. Dalam hal ini pemilik resto dapat menunjukkan
bahwa tindakan mantan karyawan telah merugikan secara ekonomi dan

mengganggu keberlangsungan usaha.

2. Upaya hukum Pidana

Jika terdapat unsur kesengajaan dan itikad buruk, pemilik usaha dapat
melaporkan kepada pihak berwajib atas dugaan tindak pidana pelanggaran
rahasia dagang. Berdasarkan Pasal 13 UU Rahasia Dagang: “Barang siapa
dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang milik pihak
lain atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan pihak lain dapat
menggunakan Rahasia Dagang tersebut, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah)”.

Penerapan upaya pidana ini bersifat ultimum remedium, yaitu sebagai
langkah terakhir jika penyelesaian secara damai atau perdata tidak membuahkan

hasil.

Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan pemilik resep Spesial Nasi
Bakar Kaliurang yaitu dengan memiliki Kekuatan Perjanjian Kerja dan Klausul
Kerahasiaan hal ini bertujuan supaya pelanggaran dapat lebih mudah

dibuktikan, sangat penting bagi pemilik resto untuk memiliki perjanjian kerja
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yang memuat klausul Non-Disclosure Agreement (NDA). Dengan adanya NDA
yang sah, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat lebih kuat dijadikan
dasar hukum baik dalam gugatan perdata maupun pelaporan pidana. Jika tidak
terdapat NDA, pembuktian pelanggaran akan lebih sulit namun bukan tidak
mungkin, karena dapat dibuktikan melalui saksi-saksi, bukti dokumen internal
usaha, kesamaan produk (komposisi dan teknik produksi), dan riwayat kerja

pelaku di resto sebelumnya.

Adapun cara yang bisa dilakukan pemilik resep selanjautnya yaitu:
Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) Sebelum menempubh jalur pengadilan,
pemilik usaha juga dapat mempertimbangkan Alternative Dispute Resolution

(ADR) yaitu mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

ADR memberikan keuntungan dalam bentuk efisiensi waktu, biaya,
serta menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Jika
berhasil, hasil kesepakatan ADR dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis
yang memiliki kekuatan hukum. Berikut beberapa Upaya yang dapat dilakukan
oleh resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang untuk menghindari kejadian serupa di

masa mendatang, pemilik Resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang perlu

1. Menyusun dan memberlakukan perjanjian kerja dengan klausul rahasia
dagang dan NDA

2. Menyimpan dan membatasi akses terhadap dokumen resep hanya kepada
pihak yang dipercaya

3. Memberikan pelatihan etika dan hukum kekayaan intelektual kepada
karyawan

4. Jika memungkinkan, mendaftarkan trade secret secara tidak formal kepada
notaris sebagai penguatan bukti kepemilikan rahasia dagang pada resep

usaha nasi bakar.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap rahasia dagang
seperti halnya rahasia dagang pada resep, namun implementasinya masih
jauh dari optimal, sehingga memberikan celah bagi pihak yang tidak
bertanggung jawab untuk terus memanfaatkan resep yang bukan milik
mereka. Salah satunya penyebabnya adalah karena masih banyak pelaku
usaha yang belum memahami pentingnya perlindungan rahasia dagang pada
usaha mereka khusunya di usaha sektor kuliner. Hal ini menyebabkan resep
rahasia dagang mereka sangat rentan di gunakan oleh orang lain tanpa izin
dan sepengetahuan si pemilik resep. Kemudian, ketentuan Perlindungan
hukum terhadap rahasia dagang di Indonesia telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan ini
berlaku apabila informasi yang dimaksud bersifat rahasia (tidak diketahui
umum), Memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya dengan
langkah-langkah yang layak oleh pemiliknya.
Adapun cara-cara untuk melindungi rahasia dagang agar tetap aman dan
diakui perlindungan hukumnya di Indonesia dapat dilakukan melalui
langkah-langkah preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan),
antara lain:
Langkah Preventif (Pencegahan) yaitu: (1) Membuat Perjanjian

Kerahasiaan Non-Disclosure Agreement/NDA) Mengikat karyawan, mitra
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bisnis, investor, atau pihak lain agar tidak menyalahgunakan atau
membocorkan informasi rahasia. (2) Pembatasan Akses Informasi Hanya
orang tertentu yang berhak mengetahui rahasia dagang; sistem ‘“need to
know basis”. (3) Pengamanan Dokumen dan Data. Pencantuman tanda
“RAHASIA” pada dokumen. Penyimpanan di tempat aman (brankas/akses
digital terenkripsi). (4) Pengaturan Internal Perusahaan (SOP khusus terkait
kerahasiaan). Pelatihan karyawan tentang pentingnya menjaga informasi
rahasia. (5) Klausul Khusus dalam Kontrak Kerja. Mengatur kewajiban
menjaga rahasia dagang, berlaku selama dan setelah hubungan kerja
berakhir. (6) Perlindungan Teknis & Teknologi. Sistem password, enkripsi
data, pembatasan akses jaringan. CCTV atau sistem keamanan fisik di area
kerja tertentu.

2. Pemilik resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang dapat menempuh upaya hukum
secara perdata dengan mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan
Niaga atas dasar perbuatan melawan hukum. Gugatan ini bertujuan untuk
meminta ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil, menghentikan
tindakan penggunaan rahasia dagang oleh pihak yang melanggar.
Selanjutnya pemilik resep Spesial Nasi Bakar Kaliurang juga dapat
menempuh upaya hukum secara pidana jika pada mantan karyawan
terdapat unsur kesengajaan dan itikad buruk, pemilik usaha dapat
melaporkan kepada pihak berwajib atas dugaan tindak pidana pelanggaran
rahasia dagang dugaan tindak pidana pelanggaran rahasia dagang.
Pemilik resep resto Spesial Nasi Bakar Kaliurang selanjutnya juga dapat
melakukan upaya melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa sebelum

menempuh jalur pengadilan, pemilik usaha juga dapat mempertimbangkan
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Alternative Dispute Resolution (ADR), seperti: mediasi, arbitrase,serta
konsiliasi. ADR memberikan keuntungan dalam bentuk efisiensi waktu,
biaya, serta menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.
Jika berhasil, hasil kesepakatan ADR dapat dituangkan dalam perjanjian

tertulis yang memiliki kekuatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang sudah penulis lakukan, penulis memberikan saran

sebagai berikut:

1.

Pemerintah perlu memperkuat implementasi penegakkan Undang-Undang
Rahasia Dagang baik itu meningkatkan kesadaran maupun edukasi
mengenai pentingnya perlindungan Undang-Undang Rahasia Dagang
termasuk cara-cara legal juga teknis dalam menjaga kerahasiaan usaha
kuliner supaya semakin banyak masyarkat yang mengerti pentingnya
perlindungan rahasia dagang. Selain itu sangat perlu memberikan
kemudahan dalam pencatatan atau pendaftaran rahasia dagang sebagai
bentuk pengakuan hukum atas hak tersebut agar masyarkat memiliki
semangat yang tinggi untuk mendaftarkan rahasia dagang mereka guna
untuk menghindari pelanggaran.

Salah satu langkah utama dalam melindungi resep pada usaha kuliner adalah
pemilik usaha kuliner, khususnya UMKM seperti Spesial Nasi Bakar
Kaliurang, perlu membuat dan menerapkan perjanjian kerahasiaan secara
tertulis kepada setiap karyawan atau pihak ketiga yang terlibat, baik selama
masa kerja maupun setelahnya, untuk menjaga informasi strategis
perusahaan. Para pelaku usaha kuliner disarankan untuk menyusun SOP

(Standard Operating Procedures) mengenai akses informasi rahasia,
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pembatasan akses, serta sistem keamanan data untuk memastikan bahwa
rahasia dagang benar-benar dijaga secara profesional. Selain itu juga pelaku
usaha kuliner perlu menyiapkan dokumen dan bukti yang sah untuk
menunjukkan bahwa suatu informasi adalah rahasia dagang, memiliki nilai
ekonomi, dan telah dijaga kerahasiaannya. Hal ini penting jika terjadi

sengketa di kemudian hari.
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